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DENGAN RAHMAT TUHAN¥ANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk’ melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Up‘dqﬁﬁ;ﬂn&ang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Fﬂmnc&naan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3)
F_‘efﬁuran Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal
17 ayat (2) Peraturan Mentenn Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2027-2024, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

SALINAN
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomeor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 39_Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran', Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor. 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6065);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 106);

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor O08/Per/M KUKM/IX/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Menetapkan :

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA
STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

L

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah
pedoman bagi seluruh unit..dalam menyelenggarakan

" program dan kegiatan pengembangan Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah untuk periode 5 (lima) Tahun
yakni 2020-2024.

Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LPDB-
KUMKM adalah organisasasi non-eselon di bidang
pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

‘melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil

dan Menengah.

Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah yang selanjutnya disebut LLP-KUKM adalah
organisasi non-eselon di bidang pelayanan pemasaran yang
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan informasi
Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem
Informasi Kinerja KRISNA adalah aplikasi untuk menyusun
Renja K/L dan Informasi Kinerja Anggaran yang bersifat
web based yang memuat data perencanaan,



penganggaran, dan informasi kinerja Kementerian atau
Lembaga.

Pasal 2

Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.
b.

cl

BAB | PENDAHULUAN;

BAB Il VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS;
BAB I ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN;

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN,;
dan

BAB V PENUTUP.

Lampiran

Pasal 3

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum
dalam Lampiran yang  merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Renstra disusun sebagai acuan bagi:

a.

‘Renstra unit Eselon | di lingkungan Kementerian Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah;

Renstra LPDB-KUMKM dan Renstra LLP-KUKM,;

rencana kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah dan Rencana Kerja setiap unit kerja di
lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;

rencana program atau kegiatan pengembangan bidang
koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di tingkat
provinsi/kabupaten/kota dan lintas pemangku
kepentingan;

pelaksanaan program atau kegiatan pengembangan bidang
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di tingkat
provinsi, kabupaten/kota dan lintas pemangku
kepentingan; dan
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pengendalian program atau kegiatan pengembangan bidang
koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 5
Setiap pejabat Eselon I, Direktur Utama LPDB-KUMKM,
Direktur Utama LLP-KUKM, dan Eselon II setingkat di
lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah menjabarkan lebih lanjut Renstra Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Renstra
unit kerja masing-masing.
Setiap unit Eselon 1, LPDB-KUMKM dan LLP-KUKM,
harus menetapkan Indikator Kinérja Utama yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra
masing-masing unit Eselon I, LPDB-KUMKM dan LLP-
KUKM, dan disampaikan kepada Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah.
Indikator Kinezja.'Utam_ﬁ:- sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan Indikator Kinerja Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah,
Setiap’ pejabat Eselon 1, Direktur Utama LPDB-KUMKM,
dan Direktur Utama LLP-KUKM harus menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit

‘kerja berdasarkan Renstra dan Indikator Kinerja Utama
wyang telah disusur.

Renstra bersifat dinamis dan memiliki fleksibilitas yang
dapat dilakukan penyempurnaan atau perubahan sesuai
dengan perkembangan anggaran.

Pasal 6

Data dan informasi kinerja Renstra yang termuat dalam Sistem
Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Koperasi dan
Ussaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2e guni 2020

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGA
REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta 1
N
pada tanggal 1% Juli 2020 ¢ \ ':
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N
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH

NOMOR -5 TAHUN 2020

TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020-
2024

BAB1
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang: Slst:m Perencanaan Pembangunan
Nasional telah mengamanatkan bahwa Pimpinan-Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan
Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman
kepada rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sejalan
dengan itu, maka Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 ‘telah memberikan tahapan RPIPN 2005-2025 menjadi
4 (empat) tahapan RPJMN yaitu, RPTMN I Tahun 2005-2009, RPJMN II Tahun 2010-2014,
RPJMN LI Tahun 20152019, dan RPJMN [V Tahun 2020-2024.

Saat ini RPJPN'2005-2025 memasuki tahapan ke IV yaitu RPIMN 20202024 yang
merupakan penjabaran-dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.
RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025 sehingga menjadi sangat
penting. Sesuai dengan RPIPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024
adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui
percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pemerintah memiliki 7 (tujuh) agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program
Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yaitu: 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk
Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;



6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketzhanan Bencana dan Perubahan lklim; dan
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan diarahkan untuk memperkuat ketahanan
ckonomi dalam rangka mendukung pertumbuhan yang berkualitas dengan sasaran utama
peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor dan perluasan lapangan
kerja melalui penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan
Kewirausahaan. Selain itu, implementasi pembangunan dan pembudayasn sistem ekonomi
kerakyatan berlandaskan Pancasila, mencakup: (a) membangun budaya ekonomi nasional dengan
platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif; (b) peningkatan etos kerja dan kewirausahaan
berlandaskan semangat gotong royong; dan (c) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta -
produk dalam negeri, seperti yang tercantum dalam lampiran [ Perpres Nomor 18 Tahun 2020
tentang RPJMN Tahun 2020-2024, |

Disamping itu, dalam lampiran tersebut juga mmyehutkﬁz tentang Pengarusutamaan
Gender (PUG) yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam
pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta
pemantauan dan evaluasi untuk mewujudkan kesetaraan g’endef, sehingga mampu menciptakan
pembangunan yang lebih adil dan merata bagi selmuh penduduk Indonesia, sebagaimana
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional. Untuk itu, perspektif gender menjadi-salah satu isu strategis dalam mengintegrasikan
program dan kegiatan di Kementerian Koperasi dan UKM yang diatur dalam Keputusan Menteri
Koperasi dan UKM Nomor. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender Bidangi{hperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Penyebaran Virus Corona (Covid-19) sejak Tahun 2019 memberikan implikasi yang sangat
signifikan terhadap-per&qnmnim Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Triwulan [
Tahun 2020, pertumbuhan perckonomian Indonesia mengalami perlambatan, sehingga tumbuh
hanya mencapai berkisar 2,97%. Terbatasnya kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi,
diakibatkan oleh terhambatnya pasokan barang baik antar daerah, antar pulau dan antar negara
lain untuk keperluan produksi serta pembatasan aktivitas ckonomi guna pencegahan penyebaran
virus corona (covid-19). Kondisi ini juga berpengaruh pada berkurangnya permintaan tenaga
kerja, tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat, sehingga mengurangi permintaan
produk Koperasi dan UMKM. Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi mengakibatkan
terjadinya penyesuaian keadaan masyarakat berupa penundaan pengeluaran (konsumsi) terutama
kunjungan ke tempat wisata dan umumn (fasilitas layanan publik). Selain itu, kondisi yang belum
membaik menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia, seiring dengan
melemahnya permintaan global atas produk dalam negeri dan terbatasnya permintaan.



1.1.1 PENCAPAIAN PELAKSANAAN RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN
UKM 2015-2019

Hasil-hasil pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM
tahun 2015-2019 dimasukkan dalam perkembangan makro Koperasi dan UMKM nasional serta
pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Koperasi dan UKM.
Pencapaian ini memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan yang sudah ada dan penyusunan
kebijakan baru dalam rangka mem{asilitasi Koperasi dan UMKM untuk semakin berdaya saing.

A. Perkembangan Koperasi

Perkembangan koperasi nasional saat ini menunjukan kinerja yang secara umum positif
(Tabel 1.1.). Reformasi Total Koperasi telah berhasil meningkatkan komtribusi PDB Koperasi
terthadap PDB Nasional dari 3,99% pada tahun 2016 meningkat menjﬁi__iﬁdt% pada tahun 2019.
Peningkatan kontribusi PDB Koperasi tersebut telah memberikan dampak terhadap peningkatan
kesejehteraan anggota dan masyarakat serta pemerataan pembangunan perekonomian nasional
yang dapat dilihat melalui peningkatan jumlah volume usaha koperasi pada tahun 2016 sebesar
Rp 67,50 triliun, naik 103% pada tahun 2017 megjadi Rp. 137,26 triliun, pada tahun 2018 naik
6,3% menjadi Rp. 145,86 triliun dan pada tahun 2019 paik 5,7% menjadi Rp. 154,14 triliun yang
menggambarkan bahwa kontribusi koperasi dalam perekonomian juga mengalami peningkatan,

Dilihat dari perspektif skala nasional,"maka peningkatan volume usaha tersebut dapat
dijelaskan bahwa yang masuk dalam modal sendiri sebesar Rp. 26,25 triliun pada tahun 2016, Rp.
66,93 triliun pada tahun 201 '.-';-_‘Rp.- 74,90 triliun pada tahun 2018 dan Rp. 70,92 triliun pada tahun
2019, sedangkan modal Juar Secara nasional sebesar Rp. 28,23 triliun pada tahun 2016, Rp. 61,76
triliun pada tahun 2017y Rp; 166,22 triliun pada tahun 2018 dan Rp. 81,190 triliun pada tahun
2019. Asset yangdimﬂﬂmam nasional pada tahun 2016 sebesar Rp. 54,48 triliun, pada tahun
2017 sebesar Rp. 128,70 triliun, pada tahun 2018 sebesar Rp. 141,13 triliun dan pada tahun 2019
Rp. 152,113 triliun

Jika dilihat dari sudut pandang anggota, maka jumlah anggota koperasi aktif mengalami
peningkatan rata-rata 37,98% dari sejumlah 11.842.415 orang pada tahun 2016 menjadi

22.463.738 orang pada tahun 2019.
Tabel 1.1 Perkembangan Kinerja Koperasi 2016-2019

No Indikator 2016 2017 2018 2019
Tumlal i Akt

j. | Hsish Kopensi Aktic 151.170 152.174 126343 123.048
(Unit)

2 | Jumlah Anggota (Orang) 11.842.415 18228.682 | 20.049.905 | 22.463.738

3 | Jumlah Sertifikasi NIK 7.185 20.136 30.188 35.761
Jumlah Modal Sendiri

4 | o i 26,25 66,93 74,90 70,92
Jumlah Modal Luar

S | o Tton) 28.23 61,76 66,22 81,190
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6 | Jumlah Asset (Rp. Triliun) 5448 128,70 | 141,13 152,113 |

e 67.50 137.26 145,86 154718
(Rp. Triliun) N | | E—

§ | Jumlah PDB Koperasi (%) 3.99 4,48 5.10 554 |

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

Kementerian Koperasi dan UKM juga telah membagi Koperasi kedalam 17 (lujuh belas)
sektor untuk memudahkan proses pendataan. Menurut data ODS. scktor usaha koperasi di hidang
jasa keuangan dan asuransi mendominasi pilihan usaha koperasi vaitu sebanyak 56.017 koperasi.
diikuti dengan sektor jasa lainnya sebanyak 36.911 koperasi. Selanjutnya, sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan sebagai sektor riil sebanvak 12,290, sektor penyediaan akomodasi dan
makan minum sebanyak 10.150 koperasi. Sektor informasi dan komunikasi sebanyak 1.962
koperasi serta sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 1.031 ko '\. menjadi sektor

isalia, Koperasi adalah sektor
transportasi dan pergudangan sebanyak 701 koperasi. sektor industri-pe ﬂlﬂhﬂ.l‘l sebanyak 630
koperasi, sektor jasa perusahaan sebanyak 197 koperasi. Sektor perts bangan dan penggalian

u 89 koperasi, sektor konstruksi

sampah, limbah dan daur ulang
28 koperasi, sektor jasa keschatan dan

asi pemerintahan, pertahanan dan jaminan

Adm Pemerintahan, Pertahal

idan Komunikasi = 162
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 27
Jasa Keuangan dan Asurans N & 40117
Pengadaan Air, Pengsampa, Limbah dan Daur Ulang a7
Jasa Lainnya o 35511
lasa Pendidikan 28
lasa Perusahaan | 197

Konstrukst &7
Transportasi dan Pergudangan 1 701
Pengadaan Listrik dan Gas  m
Penyedizan Akomodasi dan Makan Minum  Se—— 10150
Perdagangan Besar dan Eceran o 1031
Pertambangan dan Penggalian | 183
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan SIS 13350
Real Estat 11

o 10000 plineid F0000 40000 50000 S0000
Sumber: Kementerian koperssi dan UKM, 20719
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian,

bahwa koperasi terbagi dalam 5 (lima) Jenis yaitu: Koperasi Pemasaran, Koperasi Jasa, Koperasi
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Simpan Pinjam. Koperasi Konsumen dan Koperasi Produsen. Adapun jenis-jenis koperasi secara
ringkas ditunjukkan pada Gambar 1.2. berikut:

JENIS USAHA MOPERAS| BERDASARKAN BIDANG USAHA

8Th

T4 48T
18487

L e T ]

Gambar 1.2, Tenis [saho Koperas)
Sumber; Kementerian Koperasi dan KM, 2

Sebagaimana hasil dari Owline Data System (O y imiliki oleh Kementerian
Koperasi dan UKM, hasil pendataan diclah dan me ompo koperasi kedalam 44 (empat
puluh empat) kelompok yang secara ringkas ditunj a Gambar 1.3, berikut:

N

|||I||II. _________________________
RE S ESCOET 5 n T B EmE N0 i = = B
sREEI838% BREifiIEEIaTRiIzaRCER]
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g¢al £ 03 WEEI8ed Z2.5h37 18 §a0ES
85F § 83 gt3p<f% lEd228 % {323
ga% 8 *® 8% 5§ Fx & Ed %aiot
2 £ o ek o e Do 2
RE e 35 g 2 ¢ 38 gifgd
i & a g ELf xf
5 - 2 = g 3
W 3_ w ]
x

Gambar 1.3, Kelompok Usahn Koperasi
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019
Lebih lanjut, pembagian koperasi kedalam beberapa kelompok tersebut diharapkan dapat
mempermudah dan mempertegas pembinaan sehingga koperasi di Indonesia dapat berperan
dalam pasar global sebagai peluang untuk meningkatkan kemakmuran bagi setiap negara yang
berpartisipasi didalamnya. Dengan kata lain, globalisasi dapat menguntungkan semua pihak.
Namun demikian, disisi lain ada pihak yang mendapal manfaat dari fenomena pasar global ini
vaitu usaha berskala besar yang memiliki kapasitas besar dan mampu bersaing di pasar global.
Koperasi harus bertindak sebagai perantara antara pasar global dan pasar lokal vang
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memungkinkan setiap anggotanya untuk menjalankan kontribusi mereka dan pada saat yang sama

dapat menjadi pemilik Koperasi.

B. Perkembangan UMKM

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM struktur usaha UMKM di
bagi menjadi 4 (empat) kriteria. yaitu :
|,  Usaha Besar, merupakan usaha vang memiliki asset lebih besar dari Rp. 10 miliar Rupiah

dan omzet diatas Rp. 50 miliar (pada tahun 2018 berjumlah 5.550 Unit)

o

Usaha Menengah , merupakan usaha vang memiliki asset lebih besar dari Rp. 500 juta
hingga Rp. 10 miliar dan omzet diatas Rp. 2.5 miliar hingga Rp. 5 miliar (pada tahun 2018
berjumlah 60.702 Unit) '

Lad

Usaha Kecil , merupakan usaha vang memiliki asset lebih htbﬂrﬁﬂl‘ikp 'S0 juta hingga Rp.
500 juta dan omzet diatas Rp. 300 juta hingga Rp. 2,5 n}ti_lfq._; :'f,m@gﬁ*nahun 2018 berjumlah
783.132 Unit) N

4. Usaha Mikro, merupakan usaha vang nmmilil;j{___%gse};Mn1u1n Rp. 50 juta dan omzet
maksimum sebesar Rp. 300 juta (pada tahun Zﬁlﬂmnmlah 63.5 juta Unit)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah QU 1-‘.[1&1*1} memegang peranan penting dalam
perekonomian Indonesia. Peranan 1.'MK%._iﬁ;:_hgfﬁ'ﬁiﬁrihusi dalam perluasan kesempatan kerja
dan penyerapan tenaga kerja, penumhuh@_ll-ﬁmduk Domestik Bruto (PDB), penyvediaan jaring
pengaman terutama bagi mas;-:’al:ﬁﬁﬂ[,,-bf@ﬂdﬂpalﬂn rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi

produktif serta kontribusinya dalamakgpur dan penciptaan modal tetap/investasi (Tabel 1.2.).

MI 1.2 Perkembungan UIMEM Indonesia 2015-2018

Lk ing

Tumlah UMEKM t-ui'lili.. y - S0 260,000 61,650,000 62922617 f4.194.057
Tenaga kerju (orang) 1 23, 2300000 112,890,000 116.431.24 1 16.978.631
PR Konstan (Rp. Trilun) 165543 517106 5445356 572114
PDB harga Berlaku (Rp. Triliun) 0.22K.29 T7.00% 28 T.R2028 B3T3.89
Ekspor non migas (Rp. Triliun) [R5 9% 255.13 0182 293,84
Investasi Harga Berluku (Rp. Triliun) [.E18.75 205707 237741 256454
Produktivitas LIMKM per unit usaha (unit) 27,930,000 B3, RE0.000 §6.220.000 124,300,000
Produktivims LIMEM per Tenaga Kerja (unit) I 3.430.000 435 B30, 000 A5, 500000 68,320,000

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2018
UMKM memiliki peranan yang sangat strategis untuk pertumbuhan ckonomi di Indonesia
dimana UMKM telah mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia. Kontribusi

lainnya dari UMKM dalam penopang perekonomian Indonesia adalah 61.07% dari pembentukan
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Produk Domestik Bruto (PDB), 14,37% dari sisi ekspor non migas dan 60.42% penciptaan modal
tetap/investasi.

- _ @1 61,07% total PDB
{y  97% total tenaga kerja Nasional

@'14,3?% total ekspor
ﬂ 99% total lapangan kerja
G 60,42% total investasi

Gambar 14, Kootribust UIMEM dalam Angka
Sumber: Kementerian Koperass dan UKM, 2018

Kontribusi penyerapan tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

berdasarkan data vang diolah Kementerian Koperasi dan UKM sehanaL 6.97 juta orang atau
“Kontribusi PDB UMKM
0 2018 schesar 3.47%.

9,26 juta unit pada tahun

sebesar 97% dari total tenaga kerja sebanyak 120.598 juta o
terhadap PDB Nasional sebesar 61.07% dan Rasio Kewirau
Jumlah UMKM di Indonesia mengalami peningkatan dafiyseb
2015 menjadi sebesar 64.1 juta pada tahun 2018 dan diperkar akan bertumbuh hingga 68.60

it usaha mengalami peningkatan dari
sebesar Rp. 27.93 juta pada tahun 2015 menja
diperkirakan akan bertumbuh hingga 182,59 juta pida

menjadi kendala bagi UMKNwnit
besar. Kondisi ini meny -"‘.
World Bank dan dijél

thomena missing middle seperti yang ditulis dalam dokumen
ebih rinci oleh Chang-Tai Hsich dan Benjamin A. Olken melalui
jurnal ekonomi sif “Missing Middle™ (2014) mengenai usaha kecil dan menengah yang

sebenarnya dibutuhkan untuk menopang industrialisasi dan ekspor.

C. Penecapaian Target Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 2015-2019

Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UUKM pada tahun 2016-2017 menetapkan 8
(delapan) sasaran strategis dan pada tahun 2018 menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis terkait dan
substansi pembangunan Koperasi dan UMKM. Secara umum, pencapaian target pembangunan
Koperasi dan UMKM pada tahun 2016, 2017 dan 2018 cukup bervariasi secara persentase. Untuk

pencapaian sasaran strategis tahun 2016-2017 sebagaimana Tabel 1.3, berikut:

Tabel 1.3 Pencapainn Sasuran Strategis fahun 20016-2017

Mo | Sasaran Strategis Indikator Kinerja l gt AP
_ _ 2016 | 2017 2016 2017
1 Meningkatnva Proporsi  Jumlah  Tenaga | 7.5% 7.3% 38T 5.33%

Jumlah Tenaga Kerja Koperasi
| Kerja yang




-14 -

Berasal dari
Pelaku Koperasi
dan UMEM
Meningkatnya Proporsi Jumlah Koperasi 11% 11% 658,55% | 650,57%
Jumiah, Skala Aktif
dan Kapasitas
Uisaha Koperasi
dan UMKM
Meningkatnya | Proporsi UMKM  yang | 5% 5% 8% 138,8%
Pendapatan dan | Mengakses
fneome Pembiayaan Formal dengan
Masyarakat dari | Target Sebesar 25%
Pelaku UMEM
Terwujudnya 1. Persentase  Koperasi | 33% 13% 16,82% | 85,24%
Tata Kelola (Induk/Nasional,
Organisasi dan Sekunder/Provinsi,
Kinerja Koperasi Primer Kab/Kota) yang
yang Profesional, aktif dan RAT \ %
Kredible dan 2. Persentase Pertumbuhan | 18% 18% | -203,28% | 153,72%
Akuntabel Rata-Rata Volume -
Usaha Koperasi
(Induk/Nasional,
Sekunder/Provinsi,
Primer Kab/Kota) N ¢
3.  Perseninse Pertumbuhan 10% 10%s =309% 14,%%
Rata-Rata Jumlah -
Anggota Koperasi
{Induk/Nasional,
Sekunder/Provinsi,
Primer Kab/Kota)
4. Persemmse  Koperasi| 10% 10% 100% 130%
Sckunder/Provisi,
Primer Kab/Kota) yang
* Memiliki  Kategori
Sehat/Berkualitas
Tethadap Tingkat
Persepsi  Masyarakat
Terhadap Koperasi
Terwujudnya 1. Persentase/Proporsi 10.000 10.000 108% 200,05%
Wirausaha dari Pertambahan  Jumlah | Orang Orang
Pelaku UMKM Wirausaha
yang Tangguh
dan Mandiri
2, Persentase UMKM yang | 0,35% | 0,35% 62,86% | 322,86%
Berpotensi Tumbuh dan
Inovaiif
Meningkatnya 1. Persentase Kontribusi | 7,5% 7.5% 14.27% 40,13%
UMEM dalam UMEM dalam PDRB
Berkontribusi dan PDB Nasional
pada
Perekonomian
Daerah dan
Nasional
2. Persentase  Rata-Rata 7% % 0,71% 41,71%

Kontribusi UMEKM
Ekspor Non-migas
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3.

Persentase Rata-Rata
Pertambahan Kontribusi
UMKM dan Kopersisi
dalam Investasi

10,5%

10,5%

=20,38%

28, 38%

Jumlah UMEM dan
Koperasi yang
Menerapkan

Standardisasi Mutu dan
Sertifikasi Produk
dengan Target Sebanyak
10.000 Unit

2.000
UMEM

2.000
UMEKM

67,6%

104,15%

Meningkamya
Koperasi dan
UMEM dalam
Peninghatan

Masyarakat

Persentase  Kontribusi
Pendapatan  Anggota
(SHU) FKoperasi dan
Pelaku UMKM dalam
Peningkatan
Kesejahteraan

Masyarakat

0,5%

0,5%

128%

129,24%

Organisasi
Kementerian
Koperasi dan
UKM

. Indeks

Reformasi B
Birokrasi Kementerfan
Koperasi dan UKM

100%

100%6

Milai Akuntabilitas B
Kinerja Kementerian
Koperasi dan UKM

100%%

100%

Tingkat Kepuasan
Masyarakat  terhadap
Pelayanan Kementerian
Koperasi dan UKM

3,00

81,6%

73,66%

Opini BPK dan Publik
tentan§, Léporsn atas
Kinetja  _Keuangan
Kementerian  Koperasi
dan UKM

100%

100%

Pada tahun 2018, terdapat perubahan Target Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM
pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja, dikarenakan adanya revisi pada dokumen Rencana
Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Menteri
Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/M.KUKM/VII/2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2015-2019. Adapun pencapaian target kinerja

tahun 2018 sebagaimana Tabel 1.4.
Tabel 1.4 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018

: 4 B Target Capaian
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja 2018 2018
1 | Terciptanya 1. Persentase Jumlah Tenaga Kerja | 4%-5,5% 6,5%
Koperasi dan UMKM
UMKM  dalam | 2. Persentase Koperasi 10% 200%
Perluasan (Induk/Nasional,
Kesempatan Sekunder/Provinsi, Primer
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Kerja serfa Kab/Kota) yang Memiliki Kategori

Pemerataan Sehat/Berkualitas

Pendapatan 3. Persentase Jumlah  Wirausaha | 10.000 79,68%
Nasional Orang

2 | Terwujudnya 1. Persentase Kontribusi Koperasi dan | 6,5%- 173,54%

Koperasi dan UMKM dalam Pembentukan PDB 7.5%

UMKM  dalam | 2. Persentase Kontribusi UMKM dan | 5%-7% =29,2%

Mendorong Koperasi dalam ekspor non-migas

Pertumbuhan 3. Persentase Kontribusi UMKM dan | 8,5%- 172,47%

Ekonomi  seria Koperasi dalam Investasi 10,5%

Pengentasan 4. Pertumbuhan Produktivitas UMKM | 5%-7% 88%

Kemiskinan 5. Proporsi UMKM yang Mengakses | 25% (5% | 143,4%
Pembiayaan Formal pertahun)

6. Jumlah UMKM dan Koperasi yang | 2000 | 127,3%
Menerapkan Standardisasi Mutu | Unit
dan Sertifikasi Produk _

7. Partisipasi Anggota Koperasi dalam |- 55% 96,51%

Permodalan '

8. Perumbuhan Jumlah Anggota | 7,5% | -327,07%
Koperasi ' 10%

9. Pertumbuhan  Volume  Usaha | 15,5%- | 319,55%
Koperasi ' . 18%

3 | Terwujudnya l. Indeks Reformasi Birokrasi Baik 100%
Kementerian 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja [ Baik 100%
Koperasi dan Kemenierian Koperasi dan UKM
UKM yang
Profesional dan
Berkinerja Tinggi

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019

1.1 POTENSI DAN PF:ﬁMASALAEﬁN
1.2.1 POTENSI
A. Potensi Koperasi

Menurut data International Co-operative Alliance (ICA) tahun 2019, koperasi atau
kelompok koperasi di seluruh dunia menghasilkan omset sebesar USD 2,1 triliun sekaligus
menyediakan layanan dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat untuk berkembang.
Setidaknya 12% orang di seluruh dunia adalah bagian dari 3 juta koperasi di seluruh dunia dan
data ICA menyebutkan bahwa Koperasi memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan pekerjaan yang stabil dan berkualitas dengan mempekerjakan 280 juta orang di
seluruh dunia atau sekitar 10% dari populasi pekerja dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir muncul istilah “sharing economy” atau “collaborative
economy”. lstilah-istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk pada penggunaan platform digital
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dalam mengolaborasikan beragam kelompok dari berbagai sektor dengan bermacam-macam
sumber daya untuk saling bertukar, berbagi, atau bersinergi dalam berbagai cara. Platform
ekonomi kolaboratif baru terus diluncurkan oleh perusahaan, organisasi nirlaba, kelompok
informal, dan beroperasi secara lokal, nasional, atau bahkan global. Gagasan yang mendasari
collaborative economy adalah bahwa banyak sumber daya yang ada masih kurang dimanfaatkan
oleh pemiliknya, padahal sumber daya itu bisa memiliki nilai lebih tinggi jika dibagikan atau
dipertukarkan dengan pihak lain yang mungkin lebih membutuhkannya. Salah satu manfaat sosial
terpenting dari sharing/collaborative economy adalah penciptaan wirausaha baru.

Melihat potensi platform sharing economy sebagai alat strategis untuk mendistribusi
kemakmuran, seharusnya model bisnis ini bisa menjadi model miniatur dari ekonomi kerakyatan
yang sejelan dengan semangat koperasi. Studi yang dilakukan oleh Parlemen Uni Eropa pada
tahun 2016 memperkirakan nilai omset seluruh pelaku collaborative.economy dapat mencapai
$ 572 miliar pada tahun 2025. |

Di Indonesia, perkembangan Teknologi Informasi (TI) jnga telah menghadirkan berbagai
inovasi dalam berusaha. Bonus demografi serta infrastruktur teknologi informasi yang masif telah
melahirkan siarf-up dengan aneka layanan berbasis smariphone, Start-up adalah model bisnis
baru yang saat ini sangat diminati oleh para millenials. Indonesia saat ini memiliki hampir 1000
start-up dan berdasarkan hasil studi Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia {AP;II;'[} menyebutkan bahwa pengguna internet mencapai
171,17 juta orang. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi gerakan koperasi di Indonesia untuk

berinovasi dengan asumsi bahwa nilainilai koperasi seperti pengelolaan yang demokratis,
kesctaraan dan keadilan sangat selaras dengan gaya hidup millenials. Oleh karenanya,
pengembangan koperasi medel start-up atau sebaliknya start-up berbasis koperasi dapat
dijadikan upaya dalam mefighadapi revolusi industri 4.0 serta bonus demografi. Nilai-nilai
koperasi seperti demokrasi, kesetaraan, keadilan dan lainnya dapat selaras dalam menjawab
keadaan perseroan dimana pemilik modal berkuasa penuh. Komunitas kreatif yang tumbuh di era
ckonomi kreatif akan merasa tepat berada dalam model koperasi daripada perseroan karena
koperasi lebih mengafirmasi dan mengamplifikasi nilai sosial-budaya suatu komunitas. Hal ini
akan menjadi energi baru yang dibutuhkan untuk melakukan regenerasi di masa bonus demografi,
sehingga memberikan optimisme terhadap model ini untuk dapat berkembang terus dan tidak
hanya bersifat sementara.

B. Potensi UMKM

Usaha Mikro Kecil Mcnengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam
menggerakkan roda perekonomian Indonesia, aktivitas UMKM merupakan kegiatan ekonomi
yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup dan
memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam aktivitasnya. Oleh sebab itu, jumlah UMKM di
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Indonesia yang mencapai 99 persen dari total jumlah sektor usaha yang ada menjadikan UMKM
sebagai salah satu wadah paling tepat untuk menampung para tenaga kerja vang tidak memiliki
keahlian tinggi. Menurut data vang diolah Kementenan Koperasi dan UKM bersama BPS,
UMKM telah menyerap 97 persen tenaga di Indonesia atau sebanyak 116,97 juta orang.

Salah satu faktor vang mendukung peran UMEM terhadap perekonomian nasional adalah
bonus demograti yang dimiliki oleh Indonesia. Berdasarkan data BPS, rasio kelompok usia
produktif di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dan 67.4 persen pada tahun 2010
(Jumlah penduduk 237.6 juta) menjadi 69.7 persen pada tahun 2025, Indonesia saat ini tengah
memasuki fase bonus demografi. Menurut hasil Susenas Tahun 2018, Indonesia adalah rumah
bagi 63,82 juta jiwa pemuda. Jumlah proporsi tersebut merupakan seperempat dari total
penduduk atau berjumlah 24,15 persen dari total sekitar 265 juta jiwa p@;\udu!\ Indonesia vang
jika dikombinasikan dengan 64,19 juta unit Usaha Mikro, K.ﬂﬁ,l, lﬂn.nf:ngah (UMEKM)
memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bn.y.c- l{PﬁE) nasional, Selain ity
peningkatan demografi ini tentunya akan diikuti oleh |11enulgkti1ﬁ;-fii‘gerkq.mbangan sektor-sektor
ekonomi seperti: teknologi, hiburan, pendidikan, Lunqumb'f ,pt:;:ﬂagangan dan keuanpan vang
akan bertumbuh pesat, Meningkatnya pLFLEII'Ibdnng__(_‘:\E_ ﬂl’-hﬁklﬂl’ ekonomi tersebut diharapkan
mampu mengurangi permasalahan tingkat pe@anﬁpmp dan mampu menguatkan daya serap
tenaga kerja di beberapa sektor industri. hnrﬁnﬁug ;E;;s"t}-'erﬂpan tenaga kerja oleh UMKM sebesar
97 persen memberikan kontribusi tcrhadaé: 'ﬂé}j@'lfmnganjumlah pengangguran.

T, % 7

Kuqﬁgﬁ=;fé_ﬁiempan Tenaga Kerja

= Usaha Mikro
= Usaha Kecll
= Usaha Menengah

Usgaha Besar

BO%

Gambar LS, Kontribusi Penverapan Tenga Kerja
Sumber: Kementerian Koperasl don KM, 2019

Pengembangan pembangunan ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat luas sebagai
pelaku usaha merupakan komitmen pemerintah dalam pembangunan ekonemi saat ini. UMKM
sebagai pondasi perekonomian nasional dapat dilihat dari data Kementerian Koperasi dan UKM
tahun 2018 bahwa kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 61,07 persen
dan terhadap Ekspor Non Migas sebanyak 14,37 persen.



1.2.2 PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
A. Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan Koperasi

Pelaksanaan Reformasi Total Koperasi melalui Reorientasi, Rehabilitasi dan
Pengembangan telah memberikan dampak bagi eksistensi Koperasi di Indonesia. Menurut data
ODS yang telah dipilah dan diverifikasi, sebanyak 40.013 unit koperasi telah dibubarkan. Hal ini
dilakukan dengan mengidentifikasi koperasi yang tidak aktif atau tidak melaksanakan Rapat
Anggota Tahunan (RAT) selama 3 (tige) tshun berturut-turut dan atau tidak menjalankan
kegiatan usaha,

Awal permasalahan pembubaran koperasi tersebut, diantaranya bisa disebabkan oleh
permasalahan kapasitas aparatur pembina dan kualitas pelaku koperasi, antara lain:
1) Adanya motivasi salah dalam mendirikan koperasi yang hanya mengharapkan banfuan semata;
2) Masih adanya salah paham dalam kepengurusan koperasi, yaity menggunakan badan hukum
koperasi untuk kepentingan pribadi; 3) Masih adanya pola yang salahvdalam mengurus koperasi
mengakibatkan usaha koperasi tidak berkembang bahkan.cenderung mengalami defisit; dan
4) Masih kurang optimalnya pembinaan akibat keterbatasan kompetensi dan komitmen dari para
pembina koperasi, baik Dinas yang membidangi Kupmm dan UMKM di daerah, Petugas
Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) mauplm ]J-emmnlah pusat dalam hal ini Kementerian
Koperasi dan UKM.

Dalam era digitalisasi ini terdapat, beberapa tantangan dan permasalahan lain, selain
permasalehan diatas yang harus dibadapi oleh koperasi. Permasalzhan besar koperasi adalah
sebagai berikut \ '

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Terbatasnya SDM pengelola koperasi yang berkualitas, berakibat pada
pengelolaan koperasi yang tidak menggunakan pendekatan manajemen usaha yang
professional.

b. Para kaum muda atau yang lebih sering disebut millenial di Indonesia hanya
sedikit sekali yang tertanik dengan koperasi karena melihatnya sebagai model yang
ketinggalan zaman atau kurang modemn, dijalankan oleh orang-orang tua dan
dianggap kurang inovasi. Hal ini berdampak pada tata kelola koperasi yang kurang
mengikuti perkembangan atau belum sepenuhnya menggunakan teknologi dan
model bisnis yang lebih sclaras dengan perkembangan. Oleh karenanya, Koperasi
harus mampu menarik minat kaum muda sebagai target yang potensial agar masuk
kedalam ekosistem koperasi dan memberikan sentuhan inovasi serta kreativitas
yang dapat menjadi modal bagi Koperasi untuk memiliki daya saing maupun
insiatif model bisnis baru. Selain itu, dapat mempercepat proses regenerasi SDM

koperasi (millennials take over).
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2. Kelembagaan
Visi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2020-2024 berorientasi pada penciptaan
lapangan kerja baru. Secara statistik serapan tenaga kerja di sektor koperasi masih
belum optimal. Hal tersebut disebabkan karena Indonesia belum memiliki model
kelembagaan koperasi. Schagian besar koperasi saat ini yang paling dominan, yaitu:
simpan pinjam (credit union), konsumsi dan produksi. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor antara lain dilihat dan sisi kebutuhan konsumen dari bisnis yang
dijalankan oleh Koperasi dimana jenis Koperasi Simpan Pinjam yang menyediakan
jasa modal maupun dana bagi anggotanya dipandang lebih diminati. Hal yang sama
berlaku bagi Koperasi Konsumen dan Koperasi Produksi yang lebih mudah dijalankan
dan memiliki pangsa pasar yang dapat dijangkau serta tidak membutuhkan modal yang
besar jika dibandingkan dengan jenis Koperasi yang lain, Dari sisi kelembagaan
Koperasi khususnya pembentukan Koperasi dan pembuatan:akta, anggota maupun
pengurus Koperasi tidak menemui banyak kesulitan karena mudahnya prosedur namun
akan kesulitan saat harus mengurus izin jika ingin'masuk dalam lingkup bisnis yang
lebih besar sebab harus berurusan dengan oforitas terkait, sehingga menurunkan
motivasi dan kreativitas untuk menggﬂbmﬁhn kelembagaannya. Koperasi juga masih
dipandang sebagai badan hukum/badan usaha yang bersifat sosial dan belum
memandang koperasi sebagai, lembaga ekonomi berbasis anggota yang berorientasi
pada keuntungan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

3. Pembiayaan.
Perluasan akses dan ‘skema pembiayaan/pendanaan koperasi masih terbatas pada
sumber-sumber  pembiayaan internal dan belum memanfaatkan skema pembiayaan
yang lebih inklusif serta berbasisl investasi.

4. Produksi dan Pemasaran
Pada umumnya, sistem produksi dan pemasaran Koperasi masih bersifat konvensional
dan belum mampu mengambil peluang untuk mengonsolidasikan pasar,
mengefisienkan rantai pasok dan kebutuhan pelaku UMKM serta kurang tanggap atas
pergerakan kebutuhan pasar sebagai dampak terjadinya perkembangan teknologi yang
pesat.

B. Permasalahan dan Tantangan dalam Pengembangan UMKM

UMKM di Indonesia memiliki beberapa permasalahan, seperti: bidang manajemen,
organisasi, teknologi, permodalan, operasional dan teknis di lapangan, terbatasnya akses pasar,
kendala perizinan, serta biaya-biaya non-teknis di lapangan yang sulit untuk dihindarkan. UMKM
yang mengalami kesulitan usaha 72.47%, sisanya 27.53% tidak ada masalah. Dari jumlah rasio
72.47% yang mengalami kesulitan usaha tersebut, diidentifikasikan beberapa permasalahan dan
kesulitan yang dihadepi adalah: (1) permodalan, sebesar 51.09%; (2) pemasaran, 34.72%;



(3) bahan baku, 8.59%; (4) ketenagakerjaan, 1.09%: (3) distribusi transportasi, 0.22%: dan (6)
lainva sebesar 3.93%.

PERSENTASE UMK MENURUT BERBEAGAI KARAKTERISTIK
PENGUSAHA/PEKERJA TAHUM 2017

IM l l
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Gambar 1.6, Persentase UMK menurut herbagai karakteristik pengu_quhafm'uﬁg'h'eriﬁmmM hasil SE 2016
Sumber: Sensus Ekonomi BPS, 2016

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah, n‘uﬁ'j'r;éf'a.ava manusia yvang berkualitas
dengan sistem manajemen pembagian tugas w:mb,h.uk‘ Namun secara umum, kualitas pendidikan
pengelola UMK masih rendah men]adtk.mpvl tama‘ﬂs.an bagi Pemerintah untuk memberikan
bantuan bagi pelaku usaha, misalnya dengag m;_t_nTiLnLan pelatihan,

UMK di Indonesia memiliki kggagi__aﬁmiﬁnmal yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak
adanya status badan hukum, tidak adafw;] sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal
vang terbatas dan keahlian vaqétegbnma serta penggunaan teknologi yvang masih sederhana.
Mayoritas UMK b;lmnnfhjg‘un.ikdn komputer dan belum memanfaatkan internet seria belum
menjalin kemitraans dmgan _;ﬁérusahaan besar atau dengan kata lain tidak kunjung naik kelas
sehingga menja&i:-m_.;;ﬂ'u. tantangan terbesar ekonomi Indenesia saat ini. Kontribusi UMKM
terhadap PDB }-mg'muncapai 61.07% lebih dianggap tidak sebanding dengan jumlahnva yang
lebih dari 90% pelaku usaha. Selain itu total nilai ekspor UMKM juga masih rendah vaitu hanya
mencapai 14.37%. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

a. Menurut data BPS tahun 2019, Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang
Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan hanya 22.48%

b. Minimnya pengetahuan pengusaha UMK tentang manajemen bisnis yang baik.
schingga hanya fokus memproduksi barang tanpa memikirkan bagaimana strategi

ekspansi bisnisnva.

o

Secara umum, UMK di Indonesia tidak memiliki mentor bisnis menyebabkan

UMK Kkesulitan dalam mengembangkan bisnisnya.



2.

3.

4,
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Produksi dan Pemasaran

a. Jumlah produk UMKM yang mampu menembus pasar internasional masih sangat
sedikit sekali disebabkan oleh kurangnya kreativitas pelaku UMKM dan inovasi
produk yang masih rendah.

b. Selain itu, UMEKM di Indonesia mengalama kesulitan dalam mendistribusikan
produk (barang dan jasa).

¢. UMKM di Indonesia masih banyak yang belum memaksimalkan pemasaran secara
online.

d. Pelaku UMKM di Indonesia masih banyak yang belum sadar akan pentingnya
branding bagi produk dan usahanya.

Pembiayaan

Minimnya modal usaha adalah permasalahan yang paling. mendasar menyebabkan

UMKM tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk meneapai omzet yang lebih

banyak. Di sisi lain, Koperasi Simpan Pinjam menyediakan jasa pinjaman modal yang

dapat digunakan sebagai modal usaha bagi UMKMnamun belum dapat dimanfaatkan

secara optimal.

Kelembagaan . :

Di Indonesia, jumlah UMK yang tidak berbadan usaha masih sangat mendominasi

yaitu mencapai lebih dari 90% atau sekitar 98,68%.

C. Permasalahan dan Tantangan Kementerian Koperasi dan UKM

Kementerian Koperasi dan UMKM schagai institusi yang melaksanakan kebijakan
pengembangan Koperasi dan UKM juga memiliki beberapa permasalahan dan kendala pada
struktur organisasi saat ini, yaitu:

1.

Struktur,Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Koperasi dan UKM kurang
mengakomodir amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak selaras
dengan amanat RPJMN IV Tahun 2020-2024 dan perencanaan strategis, sehingga
sasaran pembangunan nasional yang terkait dengan Pengembangan Koperasi dan
UMKM kedepan akan sulit tercapai.

Nama Nomenklatur Deputi dan Keasdepan pada Kementerian Koperasi dan UKM saat
ini, belum mencerminkan fungsi kebijakan dan tujuan organisasi. Sehingga Indikator
Kinerja disetiap kedeputian kurang memenuhi kaidah Indikator Kinerja yang SMART.
Selain itu, berdampak juga pada aktivitas kegiatan pada masing-masing kedeputian
banyak yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan.

Pada tingkat struktur cselon Il atau keasdepan, tidek saling terkait proses bisnis yang
jelas serta jenjang struktur di setiap keasdepan sampai dengan eselon IV juga masih
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belum memiliki keterkaitan hubungan kerja yang jelas dan terukur, schingga
penyusunan peta proses bisnis menjadi sulit dilakukan.

Belum adanya unit yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan Koperasi dan UKM serta
pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) non fisik PK2ZUKM di daerah.

Unit pelaksana teknis yang dapat memberikan pelayanan diklat teknis substansi
koperasi dan UMKM kepada Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM juga belum ada.
Fungsi perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
di bidang Koperasi dan UMKM masih belum berjalan dengan optimal.
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BAB Il
VIS MISL TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

2.1 VISl

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa tidak ada lagi visi dan misi Menteri, hanya
visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini, Presiden berharap agar semua menteri
benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh
karenanya Kementerian Koperasi dan UKM mengarahkan visi dan misinya untuk mendukung
terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Tabel 2.1 Visi. Misi dan tema Pengembangan KUMEM 2020-2024

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulal, mandin dan berkepribadiarn, be:fnnlfasfl__ﬂﬁiungimwng

Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilib

Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

Strukiur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Mencapal Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bapgsa

Panegakan Sistem Hukum yang Babas Korupsi, Barmapiabat. dan Terparcaya
Parlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
Pengalotaan Pemerintah yang Bersih , Efektif, ddn Terparcaya

Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesawran

R I W SR A

+

Vis: Kementerian Koperasi dan UKM*®

Terwujudnya Koperasi Modern'dan UMI‘M Naik Kelas dalam mewujudkan Indonesia Maju vang
Berdaulat, Mandin, dan'Berkepribadian berlandaskan Gotong Royang |

¥

Mis| Kementerian Koperasi dan UKM®

Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan misi Presiden dan Wakil presiden ke-2
(struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing)

¥

Modemisas Koperasi
Melahirkan Enterpreneur Baru

Integrasi UMKM dalam Global Value Chains
Scalling Up UMEKM

S L3 PO

Sumber: Dokumen RPIMN 2020-2024
Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja vang lebih
optimal dan fokus dalam pengembangan KUMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UMKM
dalam 5 tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya vaitu,
*Koperasi dan UMKM  yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden

Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi Yang Produktif. Mandiri dan Berdaya Saing”. Maju

3 Visl dun Misi Kementerian Koperasi dan UKM disusun dengan mengacu kepada Persturan Menteri PPN
Momor 3 Tabun 2009 dap Surat Menmeri PPN Nomor R.R99/M PPN/SESPP.O3.02/122019
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bermakna Koperasi Generasi Baru Yang Maju dan Modern. Berdaulat dan Mandiri bermakna
UMEKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global

22 MIsI

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UMKM 2020-2024, maka Misi Kementerian
Koperasi dan UMKM 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu:
1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru Yang Maju dan Modern.
2. DBerdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar
Domestik dan Global.

23 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi.dan UWMKM yang telah
ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM 2020-2024 diarahkan untuk :
1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modem., dengan hasil:
a. Modemisasi Koperasi; '
b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enferpreuner).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di' Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up).
3. Terwujudnya Kementerian Koperast-dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi,
dengan hasil:
a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM

Tabel ‘l.ll"u]nndm Indikator Kinerja Utama Kementerian Koperasi dan TTKM 2020-2024

NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA TARGET
UTAMA

1 | Terwujudnya Modernisasi Koperasi 1. 500-1000 Koperasi

Koperasi  Generasi Model Baru

Baru yang Maju dan 2. 5%-10%  Koperasi

Modemn Berinovasi dan

Memanfaatkan

Teknologi

Melahirkan Wirausaha Baru |1. 3,55%-3.95% Rasio

(New Enterpreuner). Kewirausahaan
Nasional

2. 700-3500 Start wup
Berbasis Koperasi




Terwujudnya Integrasi UMKM dalam Global |7 Komoditas Ekspor
UMKM vang | Value Chains (GVC) UKM
Mampu Bersaing di | UMKM Naik Kelas (Scalling | 0,5% Usaha Mikro Naik
Pasar Domestik dan | Up) Kelas
Global
Terwujudnya Indeks Reformasi Birokrasi, A
Kementerian Kementerian Koperasi dan
Koperasi dan UKM | UKM
yang Profesional dan | Nilai ~ Akuntabilitas Kinerja A
Berkinerje Tinggi Kementerian Koperasi dan

UKM

2.5 NILAI ORGANISASI*

Organisasi yang baik memerlukan penerapan nilai-nilai yang baik pula, terutama agar dapat

menjabarkan misinya schingga tercapai visi yang diharapkan. Nilai-nilai yang disepakati untuk
diterapkan dalam Kementerian Koperasi dan UKM antara lain:

1.

Integritas :

Integritas berarti mengutamakan perilakn terpuji, disiplin dan penuh pengabdian. Integritas
juga diartikan sebagai mutu, sifat atau keadaan yang menunjukan kesatuan utuh sehingga
memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Kerja Keras ' |

Kerja keras berarti mengerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah dan tidak
akan berhenti sebelum fgrget kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan
kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang telah dilakukan.

Profesional

Profesional berarii menyelesaikan tugas dengan baik, tuntas dan mengutamakan kompetensi
(keahlian) dalam bidang pembangunan Koperasi dan UMKM.

Akuntabel

Akuntabel adalah dapat mempertanggungjawabkan tugas dengan baik dari segi prnse.s
maupun hasil.

Inovatif

Inovatif berarti usaha dengan mendayagunakan pemikiran dan kemampuan dalam
menghasilkan sesuatu kreasi/karya baru yang diharapkan dapat mendorong percepatan
pembangunan Koperasi dan UMKM.

Peduli

Peduli berarti memiliki perhatian terhadap kondisi dan permasalahan negara dan bangsa,
terutama dalam hal birokrasi dan aparatur,



7.

Pelayanan Prima

Pelayanan prima berarti upaya dan langkah yang dilakukan instansi untuk melayani
masyarakat dan stakeholders dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan
kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan masyarakat dan stakeholder atas

9%

pelayanan kepada publik.

*} Nilai Organisasi mengacy pada Renstra 2015-2019

25 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan kondisi yang ingin

dicapai sebagai suatu owfcome dan impact dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian

Koperasi dan UKM.
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian Kopegasi dan UKM 2020-2024
NO TUJFUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA
1 | Terwujudnya Mewujudkan Koperasi yang | Persentase Kontribusi PDB

Koperasi Generasi
Baru yang Maju dan
Modern

Berdaulat, Mandiri, Maju dan’
Modem

sektor Koperasi

Jumlah Koperasi Model Baru
dan Modern

Pertumbuhan Start-up berbasis

. Koperasi
2 | Terwujudnya | Mewujudkan UMKM yang | Persentase Kontribusi PDB
UMKM yang [Berdaulast dan  Mampu | sektor UMKM
Mampu Bersaing di | Bersaing di Pasar Domestik | Persentase Total Nilai Ekspor
Pasar Domestik dan | dan Global UMKM
Global Persentase  Total [nvestasi
UMKM
Persentase UKM Naik Kelas
Pertumbuhan Tenaga Kerja
UMKM
Rasio Kewirausahaan
3 | Terwujudnya Menyediakan Kebijakan | Indeks  Kualitas  Kebijakan
Kementerian Pengembangan Koperasi dan | Pengembangan Koperasi dan
Koperasi dan UKM | UMKM yang Efektif UMEKM
yang Profesional dan | Menyelenggarakan Indeks Kepuasan Masyarakat
Berkinerja Tinggi Kebijakan  Pengembangan | terhadap Program/Kegiatan
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dan UMKM
Program/Kegiatan
yang  Efektif,
Bermanfaat
Berkelanjutan

Koperasi

melalui

Efisien,
dan

Pengembangan Koperasi dan
UMKM

Menyelenggarakan
Pengendalian  Pengawasan
Kebijakan = Pengembangan
Koperasi dan UMKM

Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan

Program/Kegiatan
Pengembangan Koperasi
UMKM

dan

Mewujudkan profesionalisme
ASN Kementerian Koperasi
dan UKM

Indeks Profesionalisme ASN
Kementerian, Koperasi dan

UKM

Mewujudkan Sistem Data
dam Informasi Pengembangan
Koperasi dan UMKM yang
Terintegrasi &

Kualitas —Iruegrasi Data dan

Informasi Pengembangan

“Ropetasi dan UMKM

Mewujudkan Tata Kelola
Kementerian
Koperasi dan UKM yang
Baiks ™

Pemerintah _

Indeks Reformasi Birokrasi

Tingkat Maturitas SPIP dan
Kapabilitas APIP

Mewnjudkan  Akuntabilitas
Kineria dan  Anggaran
‘Kementerian Koperasi dan
| UKM yang Baik

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Opini BPK




Secara perspektif, maka Sasaran Utama dan Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan
UKM tahun 2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

x |
- g Terwujudnya Koperasi dan
E g UMEM yang Maju, Berdaulat
E o dan Mandiri dalam Mendukung
g 2 Perekonomian Naslonal

L]
i 5 551
E= . i Terwujudnya UMEM yang
w Tmiud::::mp ek Mampu Bersaing di Pasar
. g Domestik dan Global

ss3 sS4 $55
Teranijadnya M Terintegrasinya Produk

Penciptaan
Modernisas| Koperas! Gilipe Baru

{Pengembangan
[Pengembangan
W Kewirausahaan)

Ukt Kedatam Global
Value Chain
[Fengembangan UKM)

PERSPEKTIF
INTERNAL
PROCESS

Human Capital nformation Capital Organization Capital

T‘“"“W“" Tersedianya Sistem Datz
Kementerian KUKM Yang il LI
Profesional - uformast

PERSPEKTIF
LEARMN &
GROWTH

Gambar 2.1 Susarun Strategis ﬁ::nﬁ'!ﬁ:rum;mpc rish dan URM Tahun 2020-2024
Sumber: K-:nh_\:{_m:ﬁuu Kipeeadl dan UKM, 2019
a.  Perspektif Srakeholder =

Sasaran Utama (SU) yang ﬂkaﬂdlcﬂpal adalah “Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang
Maju. Berdaulat dan M;_;,Eﬁhifﬁ:alam Mendukung Perekonomian Nasional”™

b.  Perspektif Customers™

Sasaran  strafegis’ pg__a-.iirla (S81) adalah “Terwujudnya Koperasi yang Modem™.
Selaniutnyé';-:;:m{ strategis kedua (S852) adalah “Terwujudnya UMKM yang Mampu

Bersaing di Pasar Domestik dan Global™ dengan indikator kinerja:
¢.  Perspektif Internal Process

Sasaran strategis (S53-5853) adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh

Kementerian Koperasi dan UKM, Yaitu;

a. 553 “Tersedianya Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM Yang Efektif”

b. 854 adalah “Terselenggaranya Program/Kegiatan Pengembangan KUMKM yang
Efektif, Efisien dan Berkelanjutan™

¢. S85 “Terselenggaranya Pengendalian Pengawasan Kebijakan/Program/Kegiatan

KUKM secara Berjenjang”
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Perspektif Learn & Growth (input)

Dalam perspective ini terdapat 4 sasaran strategis (S856-559) vang akan dicapai:

a.

b.

556 “Terwujudnya profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM”

S87 “Terwujudnya Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM
Yang Tenntegrasi”

SS8 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kementerian Koperasi dan UKM yang
Baik™

559 adalah “Terkelolanya Anggaran Pengembangan Koperasi dan UMKM secara
Akuntabel™

Selanjutnya, untuk Indikator Kinerja Utama Kementerian Knp&rﬁl dan UKM tahun

2020-2024 dapat digambarkan sebagai berikut;

PERSPEKTIF

PERSPEKTIF
STAKEHDLDER

1. 5%-6% Kantribusi POB Koperasi ]
2. 33,88%-59,56% Kontribusi PDB UMKNM,

. 2 L 9,45%-19,94% Total Nilal
s 20%-23% Pertumbuhan Voldme Ekspor LUKM
52 Usaha Koperasi), | . 33.753 UKM Nalk Kelas
£s g | .
K6
2
E § 0,5% Usaha Miloro Naik
EE

Organization Capital Fimancial Capital

'z"' 300% Mllai Indek Nilai refosmuai birokrasi RAKE Kammataran Hopwasidan
= A% Informas| dan Dwta Kemanterian Koperasi UMM dalatm busiyen Adin e
8 KUMKM yang Tervalicasi [l dan UKM dalamiategori [l S oo

8 A atau diatas 80 i Bk

Gambar 2.2 Indikator Kinerjs Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024
Sumber: kementerizn Koperasi dan UKM, 2019

Perspektif Stakeholder

Indikator Kinerja Utama (IK 1) vang akan dicapai adalah

a.  5%-6% Kontribusi PDB Koperasi
b. 33,88%-59,56% Kontribusi PDB UUMKM
Perspektif Customers

Pada perspektufl pertama ini, Indikator Kinerja pertama (IK1) adalah 20%-23%

Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi. Selanjutnya, Indikator Kinerja kedua (1K2) adalah:

a.
b.

9.49%-19.94% Total Nilai Ekspor UKM
33.753 UKM Naik Kelas
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4.
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Perspektif Internal Process
Indikator Kinerja 3 sampai 6 (IK3-1K6) yaitu:

a.

C.

d.

IK3 *“500-1.000 Koperasi Model Baru dan 5%-10% Koperasi Berinovasi dan
Memanfaatkan Teknologi”

IK4 “3,55%-3,95% Rasio Kewirausahaan Nasional dan 700-3.500 Start up Berbasis
Koperasi”

IK5 *“7 Komoditas Ekspor UKM”

K6 “0,5% Usaha Mikro Naik Kelas

Perspektif Learn & Growth
Dalam perspective ini terdapat 4 Indikator Kinerja (IK7-1K19) yang akan dicapai:

a.

IK7 “Terwujudnya profesionalisme ASN Kementerian KUKM™ dengan indikator
kinerja. Indeks profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM dengan nilai
>90% pada tahun 2024; _

TK8 “Terwujudnya 100% Informasi dan Data KUMKM yang tervalidasi;

IK9 “Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Kementerian KUKM yang Baik™ dengan
indikator kinerja Nilai reformasi birokrasi. Kementerian Koperasi dan UKM dalam
kategori A atau diatas 80, tingkat maturisasi SPIP pada level 4:

IK10 adalah “Terkelolanya Anggaran-Pengembangan KUKM secara Akuntabel”
dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kementerian Koperasi dan UKM dalam kategori
A dan opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM dalam
kategori WTP
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BAB III
ARAH KEBLJAKAN, STRATEGI
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-
2025, yang menjadi sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di
berbagal bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh
berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah dan didukung oleh sumber daya
manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah memiliki 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas,
Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, yaitu: 1) Memperkuat: Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas dan Berdaya Saing; 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; 35)
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6)
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Keialnnlm Bencana dan Perubahan Iklim; dan 7)
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024; kebijakan nasional di bideng Koperasi dan UMKM
tahun 2020-2024 diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor,
dan daya saing perekonomian pada tahun 2020-2024 yang mencakup, Penguatan kewirausahaan
dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi yang dilaksanakan dengan
strategi :

1. Meningkatkan kemiftaan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Besar, mencakup
pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk, penguatan kapasitas kelembagaan dan
perluasan kemitraan usaha;

2. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, dilaksanakan melalui
penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha dan
impact investment, serta pendampingan mengakses kredit/ pembiayaan;

3. Meningkatkan kapasitas, jangkavan, dan inovasi koperasi mencakup peningkatan kapasitas
pengurus dan manajer koperasi, serta pendampingan kelompok untuk berkoperasi;

4. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan melalui pelatihan
kewirausahaan, inkubasi usaha, penguatan kapasitas layanan usaha, dan pengembangan
sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM); dan

5. Meningkatkan nilai tambah usaha sosial ditingkatkan melalui pendampingan akses
permodalan, peningkatan kapasitas, serta fasilitasi akses kepada pengadaan barang dan jasa
pemerintah.
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Pengembangan kewirausahaan dan UMKM, termasuk koperasi dan sentra IKM, diarahkan:
sesuai potensi daerah dan untuk mendukung pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan
pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), peningkatan aktivitas ekonomi
produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T) dan Terintegrasi dengan pengembangan
infrastruktur. Selain itu, RPJIMN 2020-2024 juga mengarahkan koperasi untuk mendukung
pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila, melalui
revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dan peningkatan etos kerja
dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong.

Secara ideal, agenda pembangunan merupakan amanat pembangunan bagi
Kementerian/Lembaga terkait. Dalam hal ini, dari ketujuh agenda pembangunan tersebut,
terdapat 2 (dua) agenda pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM
sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi selama periode 2020-2024, yaitw;

Agenda ke-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan.

Pembangunan ekonomi dalam 5 (lima) tahun-ke dépan diarahkan untuk memperkuat
ketahanan ekenomi untuk pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan oleh kemampuan
dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, d..an-.d_alam menggunakan sumber daya tersebut untuk
memproduksi barang dan jasa bemilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan
ekspor. Hasilnya diharapkan dapat. mendorong pertumbuhan yang ditunjukkan dengan
keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan
kesejahteraan secara adil dan merata,

Peningkatan inovasi'dan' kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong
pertumbuhan ekanpmi--gang:f]euih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan
merata. Pembangunan gkonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya
saing melalui:

1. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta
pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi,
serta kehutanan; dan

2. Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-fishery industry, kemaritiman, energi, industri,
pariwisata, serta ckonomi kreatif dan digital
Pada agenda pembangunan ini, salah satu sasaran yang akan diwujudkan selama 5

(lima) tahun akan datang dan menjadi prioritas Kementerian Koperasi dan UKM adalah
meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, ekspor, dan daya saing perekonomian. Arah
kebijakan yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah melalui penguatan
kewirausahaan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Koperasi,
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Pada RPJMN 2020-2024, Rasio Kewirausahaan Nasional ditargetkan tumbuh 3,3%-3,95%:
Pertumbuhan Wirausaha Baru 1.7%-4%: Kontribusi Koperasi Terhadap PDB 3,10%-5,50%;
Proporsi UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 24.7%-30,78%: Rasio
Kredit UMKM Terhadap Total Kredit Perbankan 19.75%-22%: Proporsi Penyaluran Kredit
Usaha Rakyat (KUR) 50,4%-80%; Proporsi Nilai Penyaluran Pinjaman Perbankan kepada KM
2.4%-5%:; Jumlah Koperasi Modern vang dikembangkan 0-500; Jumlah Sentra Industri Kecil dan
Menengah (IKM) Baru Diluar Jawa yang Beroperasi 22 sentra sampai 30 sentra (kumulatif);
Proporsi Nilai Tambah IKM Terhadap Total Nilai Tambah Industry Pengolahan Non Migas
18.5%-20%; Kontribusi usaha sosial 1,9%-2,5% dan Penumbuhan start-up 700 unit - 3.500 unit

(kumulatif).
Tabel 3.1 RPIMN Bappenas 2020-2024

Penguatan Rasio Kewirausahaan Masional
kewlrausahaan| 2 | Periumbuhan Wirausaha Baru 456
dan Usaha
Mikro, Kecil Kontribusi Koperasi Ternadap PDB 5,50%
dan Menengah Proporsi UNMIKM yang mengakses ke 30,78%
(UMM, dan lembaga keuanganformal &
koperas| | Raslo kredit UMM terhad ajp total ke 19,75% 22%
perha n.‘-tan .
0.4% BO%%
Proparsi Nilal p 2,400 5%
perbankan ke C
Jumiah K¢ L ] 300
L IndOstet Kecll dan Menengah 22 sentrn 30 sentra
i [tar lawa yang beroperasi [kurmutatif)
P rit 1 mbah | KM terhadap total nilal 18,50% 205
.. I 5tri penﬁatahan non migas
P riBlgi usaha sosial 1,9% PDB 2 5% PDE
“Benumbuhan start-up 74%unit | 3.500 unit
{kumulatif) | (kumulatil)

Dalam Renstra

y yvang dipergunakan
disajikan pada Tabel 3.2

Tubel 3.2 Indikator Kinerju Kementerian Koperasi dan UKM

Kontribusi PDB SekiurEHwﬂ(M

a. Rasio Kewirausahaan 3.55% 3;;‘?5%
b Pmmhuhnn Jumlah Tenaga Kerja UMKM 700 Start Up 3.500 Start Up
¢. Pertumbuhan start-up berbasis koperasi 5% 10%
Kontribusi PDB Sektor Koperasi 5% 6%
a. Persentase Total Nilai Ekspor UMKM 9.49% 19,94%
b. Persentase Total Investasi UMKM 58% 63%
«¢. Persentase UKM Naik Kelas 0,05% 4%
Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern 25 Unit Koperasi | 423 Unit Koperasi

Sumber: Kementerlan Koperasi dan DKM, 2020
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Berdasarkan Indikator Kinerja Kementerian koperasi dan UKM pada Tabel 3.2 diatas
bahwasanya Kontribusi PDB sektor UMKM diharapkan dapat tumbuh pada kisaran 33.88%-
59.56%: pertumbuhan starf-up berbasis koperasi antara 700-3.500 starf-up: pertumbuhan jumlah
tenaga kerja UMKM sebesar 5%-10%: kontribusi PDB sektor koperasi berkisar 5%o-6%:;
persentase total nilai ekspor UMKM berada pada angka 9,49%-19,94%; persentase total investasi
UMKM dikisaran 58%-63%: persentase jumlah UKM naik kelas yaitu (0,05%- 4%: dan jumlah

kKoperasi model baru dan modern 423 Koperasi,

Agenda ke-2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pcnumbuhan ckonomi dan
pemenuhan pelavanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi deI.IH. ,mn:.ana pembangunan
dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah vang mampu THEHS‘!P'EELHH kesinambungan
dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui: b by
1. Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan dﬂhﬁh
2. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wl;mahﬂlu'm herkmnbang
3. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusife, o
4. Memperkuat kemampuan SDM dan [pn.,l-. @:rbmiﬁ L.ewilawa}mn dalam mendukung ekonomi

unggulan daerah; serta

5.  Meningkatkan IPM melalui peuwm];tm{f&im anan dasar secara merata.

Upaya untuk mengumngl tine;ﬂh léﬁmg},:ﬂ masih terkendala oleh terbatasnya ketersediaan
sarana dan prasarana pe}agummk-d,aﬁ!‘ dan pendukung ekonomi di daerah tertinggal, akibatnya

kapasitas sumber day E:m"!.uli'ﬁ;ﬂ dan pendapatan masyarakat di daerah tertinggal.

Sebagai sa'l'?i"hg_f_'?nhi;-_.t.i;ﬁa}ra pencapaian tujuan nasional, yaitu untuk mewujudkan keunggulan
kompetitif' di herbaﬁﬁi wilavah, menjadi prasyarat dibutuhkan pemerataan pembangunan ke
seluruh wilayah dan masyarakat. Strategi vang digunakan dalam kebijakan pembangunan
berbasis kewilayahan adalah strategi pertumbuhan dan strategi pemerataan.

Tabel 3.3 Kesénjangan Wilavah Berdasarkan Pulan di Indonesia

I Sumatem LGEAT 104 a0

dowa Ball 1125 8.3

I Muen Tengogsi 1 RE2 O 1RO
WAt nilar Gl B B 35 1 Cpl
Sul wvezen 107 0% 45 i 14 |

bAniuibi ARGT 184 ¥ 0 [ ) 15

Fapus 123 28

" ik Wiliarere

Sumber: Dokumen RPINN 2020-2024



Strategi pertumbuhan adalah strategi berbasis ekonomi vang dilaksanakan pada daerah-
daerah yang memiliki daya kompetitif vang tinggi dengan mendorong operasionalisasi dan
meningkatkan investasi pada pusat-pusat pertumbuhan. Sementara itu strategi pemerataan adalah
strategi yang mendorong pertumbuhan pusat-pusat aktivitas melalui:

. pengembangan ckonomi wilayah/lokal melalui penyediaan sarana prasarana perekonomian
dengan memperhatikan karakteristik aktivitas ekonomi di masing-masing wilayah termasuk
peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di daerah tertinggal, kawasan perbatasan,

desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi, dan

I

pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilavah, terutama di daerah tertinggal. kawasan

perbatasan. desa dan kawasan perdesaan, serta kawasan transmigrasi.

Tabel 3.4 Tingkat Pertumbubian Berdasarkan Pubau di Indonesia ¢

Bue=a Tanggals 89-F0" ﬁr 13 "
Faliraidan hd-ioe r = '_Hl'n ;-.:" K
LlIRAR GR-UH ‘ L i

o .
ol s ET-70N .. L 9 1148 - 8B40
Fapun g1 7 g L0 -
L | =

Sumber Bokiimen REIMN 2020-2024
Strategi pertumbuhan dcmrﬂtnﬂﬁl iﬂﬁi‘ﬂumlﬁan tersebut diterjemahkan menjadi kondor
pembangunan vang terdiri dqnaﬂua_mms koridor, vaitu koridor pertumbuhan dan koridor
pemerataan. Strategi pgnwl;:ﬁiéésuaikan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, vaitu
tidak meningga]kar;zsﬁ__.ggﬁ'n E‘_’m&umpol-: masyarakat (leave no one behind).
Bentuk nyata agendd pembangunan ini. diterjemahkan dengan program major project.
Berikut adalah méli;‘ik;s a:rm_,r'ur project yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPIMN) IV:
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Tabel 3.5 Matriks Major project
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Sumber: Dokumen FFPIR

3.2 ARAH KEBILJAKAN DAN STRATEG
2020-2024

Mengacu pada arah kebijakan damgtre
Koperasi dan UKM

1. Modernisasi

jangkauan, dan inovasi koperasi serta meningkatkan penciptaan peluang usaha dan starf-up.
scbagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.6.



Tabel 3.6 Kerangka Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM No. |

AMAMAT REIMN 2020-2029

1.  Meningkatkan kapasitas, jangkavan, dan inovasi koperasi
2,  Meningkatkan penciptasn peluang usaha dan start-up
3, Revitalisasi spirit koperasi sebagai soko guru perekonomian Indanesia

ARAH KEBLIAKAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN LIKM NO.1
Modernisasi Koperasi dan Penciptaan Entrepreneur Baru

M'"i'mh::iﬁu:::s:;:gim“h i Mengembangkan Kewirausahaan dan SDM KUMKM
= e
OPERASIONAL

1. Peningkatan Potens| Usaha Koperas| melalul, Pemetasn 1. Pengembangan Kewirausahaan melalui Peningkatan
Poteni Usaha Koperasl, Pengembongan Tatakelols dan Penciptaan Peluang Usaha Masyarakat, Pengembangan |novash
Manzjemen Wsaha Koperasi serta Peninghatan Akuntabilitas Lisaha dan Peningkatan inkubas! Usaha,
Koperasi, 2.  Peningkatan Kapasitas 5DM Koperasi melalul, Peningkatan

2. Pengembangan Inowasl Perkoperasian berupa, Kormpatensi Tenaga Kerja Koperasi, Peningkaton Kapasitas
Pengembangan Inowasl Lkaha, Tekmologl dan Digitalisasi Pengurus Koperasi dan Pengembangan Inkubator
Koparasd, Perloperasian, i

3. Penpembangan Kemitraan dan laringan Usaka Koperasi 1. Paningkatan Peran Dunia Usaha, Industri dam Pendidilan
melali] Penguatan Kelembagaan Koperasi, Penguatan Dalarn Pengambangan Kewimusshaamdan SOM KUMEM,
Eamitman Penanaman Modal Koperasi dan Pengembangan 4. Peningkatan Peran Pamarinkal Dastah malalui, Peningkatan
Eemitraan Antar Koperask Kapasitas Aparatur Pembing KUMEM di Daarah, Paningkatan

&4, Pengombangan Pambisyaan Perkoparasian bemupa Kualitas dan Kuantibs Pmm Pelatihan KUBEM di
Pengembangan Lembaga Keuangan Koperasl, Peningkatan Caerah dan Penyelerasan Kebiljakan Pemberdayaan KUNKM
Peran Pemblayaan Perbankan seria Pembiayaan Syariah, dengan Pemerintah Daemh,

5. Pengembangan Model Bisnls dan Kelombagaan Koperasi 5. Pemetaan Potensl SO0 KUMKM dan Pemetaan Potem|

| serts Pemasyaraiatan Budaya Koperasi, Kewirsusahaan Masionak

Selain itu, arah kebijakan ini juga menjabarkan mist Kementerian Koperasi dan UKM vang
terkait dengan “Koperasi yang Modern”, Strategiiyvang akan ditempuh untuk melaksanakan
arah kebijakan ini adalah :

a. Mengembangkan Inovasi, Model Bisnis.dan Kelembagaan Koperasi. dengan operasional:

1) Peningkatan Potensi/Usaha Koperasi melalui, Pemetaan Potensi Usaha Koperasi,
Pengembangan Taakelola’ dan Manajemen Usaha Koperasi serta Peningkatan
Akuntabilitas Keperasi,

2) Pengembangan Inovasi Perkoperasian berupa. Pengembangan Inovasi Usaha,
l'eknalogi dan'Digitalisasi Koperasi.

3) Pengembamgan Kemitraan dan Jaringan Usaha Koperasi melalui Penguatan
Kelembagaan Koperasi, Penguatan Kemitraan Penanaman Modal Koperasi dan
Pengembangan Kemitraan Antar Koperasi.

4) Pengembangan Pembiayaan Perkoperasian berupa Pengembangan Lembaga
Keuangan Koperasi, Peningkatan Peran Pembiayaan Perbankan serta Pembiayaan
Svariah.

3) Pengembangan Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi serta Pemasyarakatan
Budaya Koperasi.

b. Mengembangkan Kewirausahaan dan SDM KUMKM melalui:
) Pengembangan Kewirausahaan melalui Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha

Masyarakat, Pengembangan Inovasi Usaha dan Peningkatan Inkubasi Usaha,



2)

3)

4)

3)
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Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi melalui, Peningkatan Kompetensi Tenaga
Kerja Koperasi, Peningkatan Kapasitas Pengurus K.opéraﬁi dan Pengembangan
Inkubator Perkoperasian.

Peningkatan Peran Dunia Usaha, Dunia Industri dan Dunia Pendidikan Dalam
Pengembangan Kewirausahaan dan SDM KUMKM.

Peningkatan Peran Pemerintah Dacrah melalui, Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pembina KUMKM di Daerah, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pendidikan dan
Pelatihan KUMKM di Daerah dan Penyelarasan Kebijakan Pengembangan KUMKM
dengan Pemerintah Daerah.

Pemetaan Potensi SDM KUMKM dan Pemetaan Potensi Kewirausahaan Nasional.

2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
Arah kebijakan ini selaras dengan strategi RPJMN tahun 2020-2024 yaitu, Pengembangan
Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Perluasan
Kemitraan Usaha serta Penyediaan Skema Pembiayaan Bagi Wirausaha dan UMKM. Selain
itu, arah kebijakan ini juga menjabarkan misi “Mewujudkan UMKM Yang Mampu Bersaing
di Pasar Domestik dan Global”, yang akan dilaksanakan dengan strategi:
a. Mengembangkan Usaha Mikro, dengdn operasional:

1)

2)

3)

4)

5)

Peningkatan Potensi dan Peluang Wsaha Mikro melalui, Pemetaan Potensi Usaha
Mikro, Penguatan Kelembagaan, Tatakelola dan Manajemen Usaha Mikro;
Peningkatan Mutu ‘dan’ Kapasitas Produk Usaha Mikro melalui, Pengembangan
Inovasi dan Mutu Produk Usaha Mikro, Digitalisasi Produk Usaha Mikro serta
Pengarusutamaan Produk Usaha Mikro;

Perluasan Jangkanan Pemasaran Usaha Mikro dengan langkah teknis berupa, Riset
Pemashigh™Wsaha Mikro, Pengembengan Sarana Pemasaran Usaha Mikro serta
Peningkatan Promosi Usaha Mikro;

Peningkatan Kemitraan dan Perlindungan Usaha Mikro berupa, Pengembangan
Kemitraan Penanaman Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Perlindungan
Usaha Mikro; dan

Perluasan Akses Pembiayaan Usaha Mikro melalui, Pengembangan Skema
Pembiayaan Usaha Mikro, Fasilitasi Kerjasama Pembiayaan Usaha Mikro dan
Peningkatan Peran Pembiayaan Koperasi dan Syariah terhadap Usaha Mikro.

b. Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), melalui operasional:

1

Peningkatan Peluang Pasar dan Ekspor UKM melalui, Pemetaan Potensi, Peluang
Pasar dan Ekspor serta Fasilitasi Promosi dan Ekspor Produk UKM;



4)

2
Y

1
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Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk UKM melalui, Pengembangan Inovasi dan
Mutu Produk UKM, Digitalisasi dan Fasilitasi Branding Produk UKM, Peningkatan
Kapasitas serta Pengarusutamaan Produk UKM;
Pengembangan Distribusi dan Logistik Produk UMKM berupa, Substitusi Impor
Produk UKM. Fasilitasi Pergudangan dan Transportasi serta Bahan Baku Produk
UKM:
Perluasan Jaringan Kemitraan UKM berupa Pengembangan Kemitraan Penanaman
Modal, Kemitraan Produksi dan Pemasaran serta Pengendalian Persaingan Usaha
UKM; dan
Pengembangan Pembiayaan UKM melalui, Pengembangan Pembiayaan Ekspor
UKM. Pengembangan Pembiayaan Permodalan Usaha UKM dan Pengembangan
Teknologi Sistem Pembiayvaan UKM.

Tabel 3.7 Kerangka Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UM No,2

AMAMNAT RPIMMN 2020-2024

Pengembangs Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Penguatan Kapasitas Kelembagaan
Perluasan kemitraan usaha, Penyediaan Skema Pemblayan Bagl Wirausaha dan UMKM
-

ARAH KEBUAKAN KEMENTERIAN KDPERASI DAN UKM MNO.2

Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global
E 3 »

Mengembangkan Usaha Mikro Mengembanghkan Usaha Kecil dan Menengah [UKM)

Famingratzn Potensi dan Peluang Usaha Miltkro mgtalul,
Pemetazn Fotensi Usaha Mikro, Deq.uﬂ;an KagemBagaan,
Tetakelols dan Manajemen Usaha ik, o i
Paningeatan Muty dan Kapasitas Praguk Usgha ?dﬁ‘in melalul,
Pangembsngan inovasi dan Mutu Prodisk usaha Mikra,
Digiaiizas: Produl Usaha Mikfoser Pefgarusitamaan
Preduk Usaha Mikra

Pérlussan J:ﬂ;kaun:_lf'cmmra n'Usaha Mikro dengan langkah
teknis berupa, Ribet Pémitsaran Wsaha Mikio, Pengembangan
Sarana Pemaiarih Usah@hikg@serta Peningkatan Fromosi
Wiaha Mikhey

Paninglstan KSR 880 Perlindungan Usaha Mikro berupa,

Pengembangan KEmitraan Penanaman Modal, Semitraan
Produksi dan Pemasaran serta Perlindungan Usaha Mikro
Parlugsan Akses Pembiayaan Usaha Mikro melzlui,
Fengembangan Soema Pembiayaan Usaha Mikro, Fasiftasi
Kerjzsama Fembigyaan Usaha Mikro dan Peringkatan Peran
Fembigyaan Keperas: dan Syariak terhadap Usaha Mikro

Paningkatan Peluang Pasar dan Ekspor UKM melalul
Pemetaan Potensi, Peluang Pasar dan Ekspor serta Fasilitasi
Promosl dan Ekspor Produk UKM

Peninglkatan Mutu dan Kapasitas Produk UKM melalul,
Pengembangan Inovasi dan Muty Produk UKM, Digitalisasi
dan Fasllitasi Branding Produk UKM, Peningkatan Kapasitas
serta Pengansutamaan Produk UM

Pengembangan Distribusl dan Logistik Produk UMEM beraps,
Subtiusl impor Procduk UKM, Failtasi Pergudangan dan
Trarsportasi erta Bahan Baky Produk LM

Perhussan larfngan Kemitraan UM barupa Pengembangan
Kemiraan Penonaman Modal, Kemitraan Produbsi dan
Permasaran serta Pengendailan Persaingan Usaha UKM,
Pengembangan Pembisyaan LIKM mekalul, Pengambangan
Pembilryan Ekspor UKM, Pengembangan Pembiayaan
Permodalan Lisaha UM dan Pengembangan Teknologl Sistem
Pemblayaan UKM




3.

Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM Yang Berorientasi Layanan

=

Prima (Kebijakan Lintas Bidang).

Arah kebijakan ini dilaksanakan dengan strategi:

Tabel 3.8 Kerangka Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM No.3

ARAH KEBUAKAN PEMBERDAYAAMN KOPERASI DAN UKM MO.3

(LINTAS BIDANG, TATA KELOLA PEMERINTAHARN YAMNG BAIK)

Reformasi Tata Kelola Pemberdayaan Koperasi dan UKM Yang Berorientasi Layanan Prima

Meningkatkan Kapasitas dan | Maningkithan Efsisivitss K sbifakan, Meningkatkan Akuntahilitas . =
Akuntabilitas Kinerja Wunlitas Komunikas] dan Infarmasi Pengelolaan Anggaran dan Tata Mﬁ"'b':::““‘a: “’J:m dan
Pamberdayaan KLKM Pambordaysan KUKM Kebala Umum Pembardayasn KUKM ubungan Antar Lembaga

L Penerspan Perencanaan

Berorlentas! Layanan Prima

A, Penerapan Manajernen
Klnei ja Yang Praduletlf dan
Kompeatitif

4, Pemantsusn dan Evaluas
t=rhadap Pelsksanaan
Program Pemberdayaan
KUKM sacars Berkala

1.  Penerapan Rmpgulasi

KLHER

3, Penyediaan Datadan
informasl Pemberdayaan
KUKM Yang Akurat dan
Mudsh Diskses

4,  Penguatan Dulymgan
Koer jasama Pamberdayaan
KLUHM

2, Pensrapan Tata Kelols

Keuangan Yang Akuntaba)

3, Pengelr.llagn Barang Milik

Megara Yang Akuntable

4. Peningkatan Kualltas Layanan

Pubiik. Pemberdayasn KUKM

e

operasional;

1) Penerapan PerencanaanBeshasis *Kinerja Yang Selaras Rencana Pembangunan

Masional;

OPERASIONAL

Berbasls Kinerja Yang Pemberdayaan KUKM ¥

Salaras AEncana Tertib, Tidak Tumpang - 1. Pengustan Pengawacan

Pembangunan Masional Tindsh dan Kondusi{ Pelakianaan Anggaran dan & Pinguatan Kerfasama
7. Penguatan Struktur dan 2. Ponguatan Komunikast dan Keglatan Pembardayaafi Nk b ks

Tatalaksana Yang informasl Pemberdayaan KUK

2.  Penatausahaan
Organisasi dan Layanan
Pimpinan yang Prima

3,  Penataan Urusan Dalam
yang Lebih Tertib,

Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan KUMKM, dengan

2) Peningkatan Akuntihilitas'Pengelolaan Anggaran dan Keuangan;

3) Penerapan Manajemen Kinerja Yang Produktif dan Kompetitif;

4) Pemantguan’, dam Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pengembangan KUKM secara Berkala.
b, Meningkatkan Efektivitas Kebijakan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta Kerjasama
Pengembangan KIUIMKM, dengan operasional:
1) Penerapan Regulasi Pengembangan KUMKM Yang Tertib, Tidak Tumpang Tindih
dan Kondusif;
2) Penerapan Organisasi yang Tepat Fungsi serta Tata lLaksana Yang Berorientasi
Lavanan Prima;
3) Penguatan Kerjasama Pengembangan KUMKM dengan Stakeholder.

Meningkatkan Tata Kelola Umum Pengembangan KUKM, dengan operasional:

o

1) Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tertib dan Akuntabel;
2) Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Yang Transparan;
1) Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pengembangan KUMKM

2} Penatausahaan dan Layvanan Pimpinan yang Prima
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3} Keprotokolan yang Profesional dan Ramah.
d. Melakukan Penguatan Kapasitas Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM, melalui
operasional:
1) Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM KUMKM
2) Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Aparatur Pembina KUMKM

Quick Wins, merupakan langkah inisiatif yang mudah dan cepat. Dalam rangka mendukung
percepatan sasaran prioritas Program Kerja Presiden tahun 2020-2024. Dalam pidato seusai
pelantikan tanggal 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa “Saat ini,
kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih
tinggi dibandingkan usia tidak produktif. Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga
scbuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan
lapangan kerja”. Selaras dengan pidato Presiden tersebut maka ‘Quick Wins Deputi Bidang
Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM diarahkan untuk *Menjadikan Koperasi
sebagai Wadah Untuk Penciptaan Entrepreneur Baru™. Quick Wins ini dilaksanakan dengan
strategi:
1. Pengembangan Starfup Coop atau Startup berbasis Koperasi, dengan langkah teknis:

a. Pelatihan Startup Coop bagi para millenilas kreatif; dan

b. Pengembangan Inkubator Staﬂ@ Coop pada Koperasi Skala Menengah/Besar;
2. Pengembangan Koperasi Wirausaha Santri, dengan langkah teknis:

a. Pelatihan Role Model Wirausaha Santri; dan

b. Pengembangan Inkubator Wirausaha pada Koperasi Pondok Pesantren.
3. Pengembangan Madel Koperasi Generasi Baru, dengan langkah teknis:

a. Pelatihan Perkoperasian bagi para pelaku Ekonomi Kreatif; dan

b. Fasilitasi Modé] Bisnis dan Kelembagaan Koperasi Generasi Baru.

FOKUS ARAH PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM SERTA PROGRAM
STRATEGIS

Ketiga arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut akan dilaksanakan secara

terarah dengan fokus Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 yaitu:

Prioritas pengembangan KUMKM pada sektor riil (produksi) yang berorientasi ekspor dan
substitusi impor;

Pengembangan KUMKM dilakukan dengan pendekatan komunitas, kelompok atau klaster
berdasarkan sentra produksi;

Pengembangan dilakukan secara lintas sektoral dan mengedepankan kemitraan;
Pengembangan UMKM dilakukan secara variatif sesuai dengan karakteristik dan level
UMEKM;

Modernisasi dan inovasi teknologi.
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lima (5) strategi pengembangan Koperasi dan UMKM tersebut akan dilaksanakan melalui
empat (4) agenda perubahan, yaitu:

AGENDA PERUBAHAN

Integras: LIMKM datam Scalling Up UMKM /
Giobal Value Chains UMKM naik kelas

Gambar 3.1 Agenda Perubahan
Sumber; Kemenlerian Koperasi dan UKM, 2019

1. Integrasi UMKM dalam Global Valwe Chains (GVC);
2. Mendorong UMKM Naik Kelas (Sealing Up):

Melahirkan Wirausaha Baru (New Entrepreneur); Q:%N\

4. Modernisasi Koperasi.

Led

Kementerian Koperasi dan UKM dalam upava meggem ghan Koperasi dan UMKM
telah mengintegrasikan berdasarkan kebijakan dan p =ra$«,?ﬁd¢f!'ul 3 (tiga) pilar dan 6 (enam)
strategi. 3 (tiga) pilar tersebut, yaitu: 1) Kapasitas (%

Keuangan vang Ramah Bagi UKM: dan Qﬁ]l}hm Lintas Sektor Untuk Mendukung
Ekosistem UMKM, ||

Berdasarkan pilar-pilar tcrsebu d 'ﬁk merespon perubahan lingkungan eksternal global
terdapat 3 (tiga) isu strategis y Eﬁg(@ﬁsdeamkan dalam kurun waktu 2020-2024 meliputi:
Peningkatan Ekspor, Pengua% }mm Impor dan UMKM dan Koperasi masuk dalam rantai
pasok global (Global Vi @'&‘ﬁﬂ Untuk mengimplementasikan tujuan utama tersebut, maka
diturunkan ke dala stral.ezj_,l vaitu: 1) Perluasan Akses Pasar: 2) Meningkatkan Daya

dan Kompetensi UMKM: 2) Lembaga

Saing; 3) Pcngéb Kemramahaan 4) Aks¢lerasi Pembiavaan dan Investasi; 3)
Kemudahan dan Kch‘npatan Berusaha: dan 6) Koordinasi Lintas Sektor.

Bahwasanya pra pandemi covid-19. Kementerian Koperasi dan UKM sudah merancang 7
(tujuh) komoditas unggulan untuk menjadi prioritas dalam mendukung program dan kegiatan
serta arah kebijakan, yaitu: 1) Pariwisata; 2) Home Décor: 3) Kuliner: 4) Fashion; 5) Ekonomi
Kreatif: 6) Perikanan/Peternakan; dan 7) Pertanian/Perkebunan. Namun demikian, pasca pandemi
covid-19 kondisi berubah sehingga diperlukan penyesuaian komoditas, Berdasarkan data
Kementerian Koordinator Perekonomian Tahun 2020, bahwa komoditas selama pandemi covid-
19 dapat diklasifikasikan kedalam potential winners dan potential loosers. Sektor yang
dikategorikan kedalam Porential Winners, antar lain: Tekstil dan Produk Tekstil, Kimia. Farmasi
dan Alat Keschatan, Makanan dan Minuman, Elekironik. Jasa Telekomunikasi, Jasa Logistik.
Sektor yang dikategorikan kedalam Posential Losers, antara lain: Pariwisata, konstruksi.
Transportasi Darat, Laut, Udara, Pertambangan, Keuangan dan Otomotif. Lebih lanjut. produk

vang diproyeksikan akan tumbuh signifikan di masa pandemik covid-19, vaitu pangan dan



kebutuhan dasar (basic need) lainnyva, seperti: kebutuhan dasar manusia ataupun green business
vang ramah lingkungan dan produk Non-Pangan vaitu: Usaha Berorientasi Industri Kreatif
Berbasis [T, Jasa, Tekstil, Produk Tekstil dan Elektronik, antara lain: APD Non Medis, Alat
Kesehatan Risiko rendah dan Bidang aplikasi dan games (e-sport). Secara ringkas sektor UMKM
vang masuk kategori potential tersebut ditunjukkan pada gambar 3.2, berikut:

Potential |
Winners

dan Loser
Perckonomian, 2020

Koperasi yang akan dikembangkan seb . mikiran pengambilan strategi dan pendekatan

kedepan, diuraikan sebagai berikut;

Mengenali Perilaku Manusia ya £ EI AN

Mengenall Peluang dimasa Krisis belajer dari
Cowid-19; berfikir ulang - menata ulang - dan
bekerja ulang untuk menemukan inovas!

E hisnis
Mengenali pentingnya kapasitas melalui

Mengelola disrupsi pemasaran dengan cara

baru untuk menghasilkan produk dan layanan diferensias produk asa

unggyl e

mengkomunikasikan lan fkekhasan keunikan :

e Menemukan cara dan metode kekinian

dengan pretform digital
Menggunzkan platform digital

Katerargan:

B Fos e

[ Fous Peniektan

Gambar 3.3 Fokus Strategi dan Pendekatan Survival
Sumber : Kementerian Koordnator Bidang Perekonomian, 2020



Sebagai upaya merancang arah program/kegiatan prioritas Kementerian Koperasi dan

UKM, maka hal-hal tersebut di atas menjadi salah satu dasar pertimbangan menentukan kegiatan

kedepan sekaligus mendukung rencana reaktivasi dan pemulihan usaha Koperasi dan UMKM,

Untuk itu, rancangan kegiatan prioritas Kementerian Koperasi dan UKM, meliputi:

1.

[

I
¥ * ¥

Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM di bidang makanan dan minuman
(kuliner):

Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UKM bidang ekonomi kreatil, jasa dan alat
Kesehatan (APD);

Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM di bidang pertanian:

Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM di bidang perikanan:

Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM di bidang 1ek%i1 dan produk tekstil,

terutama dibidang fashion; &d‘i

Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM di bid..;m pﬁh.yisata terutama wisata
5 ~ 4:::}.' :'E—;;—‘ﬁ

berbasis wisata alam; &

Gambar 3.3 Rancangan Kegiatan Prioritas Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021
Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM, 2020

Arah Kegiatan prioritas tersebut di atas, bahwa Kementerian Koperasi dan UKM merupakan

bagian terintegrasi dari kebijakan pengembangan nasional yang diarahkan guna mendukung

ckspor Indonesia yang secara linear dapat berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan

ekonomi. Hal tersebut diwujudkan melalui beberapa kegiatan aksi sebagai berikut;

EI‘

e

Digitalisasi Koperasi dan UMKM;

Pembangunan Koperasi yang terintegrasi dengan perhutanan sosial khususnya sektor
pangan dan komoditas sawit;

Pembangunan Trading House:

Pembangunan sentra pemasaran produk UKM di daerah; dan

Pengembangan Database UMKM.
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3.4 KERANGKA REGULASI

Pembangunan nasional saat ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut, perekonomian nasional
disusun atas asas kekeluargaan dan diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sebagaimana
diatur secara tegas dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, kebutuhan dan tantangan pembangunan
nasional menjadi lebih komplek, untuk itu diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih
memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat kepada Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama permbangunan ekonomi
nasional.

Dalam rangka menempatkan Koperasi baik dalam' kedudukan sebagai sokoguru
perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata'perekonomian nasional, diperlukan
peraturan perundang-undangan yang selaras dengan perkembangan lingkungan yang dinamis
serta mampu mendorong Koperasi agar dapat simbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan
mandiri, Dengan jumlah Koperasi aktif mencapai, 120,000 unit dan anggota mencapai 15.000.000
orang, hal tersebut dapat memberikan, dampak signifikan dalam menumbuhkan dan
mengembangkan potensi ckonomi rakyat,

Meskipun telah menunjukkan’ peranannya dalam perekonomian nasional, namun Koperasi
dan UMKM masih menghadapi, berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal
maupun eksternal. Unfuk jtu, diperlukan suatu upaya dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan
para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta Koperasi dan
UMKM. Penetapan kebijakan terkait Koperasi dan UMKM ini merupakan salah satu wujud
komitmen Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka perlindungan, pengembangan dan
pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta dapat menjadi alat untuk memadukan program dan
kebijakan seluruh pemangku kepentingan yang terkait secara menyeluruh, sinergis, dan
berkesinambungan guna menciptakan ekosistem bagi tumbuhkembangnya Koperasi dan UMKM
di Indonesia.

Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM dalam lima tahun
mendatang akan didukung dengan penguatan kerangka regulasi yang disajikan pada tabel 3.9
yaitu mencakup:



i

Tabel 3.9 Kerangka Regulasi Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024

ALU testang Cipia Morjs

Dalam rangka mambericen
kemudanan, pemberdayaan , dan
perlinghungan kepads UMLK
|Penguatan terbadap LU 25/ 1651 can
UL} 207 OO}

RPF 1enfang Pengemibangen din

Parlindungam LM

Sabagal aranat BUU Clpta Kara,
Iriatan substarei mengatis
mergenal penguatan ternatap: dae
turgga! UMKM, Pengetalaan Terpadu
Elastar UbsOM, hematraan,
kemudahan parizinan, akses kredit
WMERS, raddnfindal kritisrin WMIRY,
DAK LM |Penguatan terhadap PP
17/3013)

RPP tentarg Persoperasian

Sebagal amenat R Cipta Kara,
mauAtan subssansl mangatue halhal
barid yang belum diatior pada UL
sehelumanya (UL S 1) maipun
pEFETUTAR peldkiaranya yaitu
pendirian topersi primeraleh 2
[tigat aran bubu dafier snggots
alektranik, rapat anggom meladul
iatam katEraakiian, koperas|
wariah {#enguatan terhadap PP

471904, PP 8 1555)

RPERPRES teniang
Fergambangan LMK

Sebagai upaye menralnngiEa gan
merexamidines permbinaan LGSR
aleh 18 wktor torkait, khusdsnya
dalasm rangha permbnayean LVICK,
rencana aks| yang berizi grogam dan
Lejl#tan ermentadan/lembage

Rl 1entang Fervaperastian

lsebagal tirdsl|an |wt putusan ki<
Nomar 38/ PUL-EVIE Eyang
maembatalean LU 17 rabun 2013
tenisng Peteodprasian dan
mamberiakukan semears L

25/1803

Kameniaran Koperazi dan
LM

Eezmenizran Koperas dan
L

Kamenienan Kopemmal dan
LA

Kemaiseian Kope: ayi d8
Lkt

Kimanko Prebatiamian,
Kementerian Fdakem dan
HAM, Kamartarisn
Koperas dam LIKM

pertengahan 1000
| s e i |

Kamanks Prekanomiian,
Kemantanan Hakum dan
HAM, Eaffierierian
Koperas dan UKW, dan 18
W tmrkalt

Zbylan setelah RUL
E3akian

Krrmnko 2rekonamisn,

Kementetisn Hukum dan
HARM, Semertaria
Kapsan dar LKA

L bulan setaiah BUU
i kan

i rnpear 2030

Kamartanan Hukurn dan
HAM, Epmnenietian
Koperas dan L,

Kemerterian Kevsngan

status eumuiatif terbuks
dan cerg over dani
prolegnas 10153019

RFERAFAES tantang Fercabuiran

Pemres 8813014 tf perginan
Csaha Wik den kel

S el darmpak teikitae PR
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KERANGKA

Sesuai den

Negara, bahwa

wewenang tugas yailu menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk
membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian kelompok
Il hanya memiliki fungsi untuk koordinasi pelaksanaan tugas. pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian yvang
artinya bahwa kewenangan dalam melaksanakan program dan kegiatan hanya sebatas pada
koordinasi saja. Untuk itu, agar dapat melaksanakan kegiatan teknis dari pusat sampai ke
daerah, maka dipandang perlu disusun Peraturan Presiden terkait peran Kementerian Koperasi
dan UKM. Hal ini menjadi salah satu prioritas kedepan yang mendorong penyusunan
rancangan Peraturan Presiden untuk memperkuat peran Kementerian Koperasi dan UKM

khususnya perihal Strategi Nasional Pengembangan UMKM, dimana Kementerian Koperasi

24/2040 1 558, JE'I..-‘I'\.I"\-pﬂ"I:Il iy |

Kermentrtian Kaperas! daa
WEM, Eementernan Dalam
Mapgar, K@marienan
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AAN

Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian
erian Koperasi dan UKM masuk dalam kategori kelompok 111, dengan

dan UKM sebagai koordinator.
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Lebih lanjut, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pencapaian
satuan strategis pengembangan UMKM Naik Kelas dan Modemnisasi Koperasi, yaitu:

. Pengembangan sistem basis data terpadu UMKM

Sumber daya yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam era globalisasi saat ini. Seiring dengan
berkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dalam rangka terpenuhinya database
koperasi di Indonesia, maka Kementerian Koperasi dan UKM perlu melakukan membangun
sebuah sistem database UMKM yang ferintegrasi anlar Kementerian/Lembaga yang juga
membidangi UMKM, sehingga proses perolehan informasi berjalan dengan lebih efektif dan
efisien. Tujuan dari kegiatan Sistem Database UMEKM  Terintegrasi antar
Kementerian/Lembaga ini adalah terciptanya sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam
membangun sebuah database UMKM yang valid dan terkini secara online. Jika sistem
pendataan UMKM secara online yang terintegrasi antar Kementerian/Lembaga berjalan
dengan baik, maka pelayanan data dan informasi UMKM akan berjalan dengan baik dan pada
gilirannya dapat digali atau dikembangkan potensi yang ada dalam rangka pemberdayaan
UMKM di seluruh Indonesia. Selain itu, Permintaan, data’ untuk perumusan kebijakan,
perencanaan program serta monitoring dan evaluasi pada saat ini sudah semakin banyak.
Disatu sisi, hal tersecbut menandakan bahwa pelaksanaan pembangunan sudah dilaksanakan
berbasis data empiris, meskipun deml,kmn haltersebut juga menjadi tantangan karena untuk
memenuhi permintaan data u:leaksnd harus didukung dengan prasarana yang lengkap,
sehingga kualitas data dapat ditingkatkan dan ketersediaannya tepat waktu serta akurat.

Jumlah UMKM yang besar dengan ' kemampuan penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak
tersebut merupakan modal pokok dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional yang
lebih tinggi. Selain/ftu, Arahan Presiden tentang Omnibus Law Cipta Kerja tentang
Pengembangan, UMKM bukﬂn hanya akan memberi kepastian Hukum bagi Pengembangan
UMKM, akan tfetapi lebih memberikan kemudahan dan keberpihakan lebih bagi
pengembangan UMKM kedepan. Hal ini memberikan dukungan yang berarti bagi
Kementerian Koperasi dan UKM untuk dapat mengambil peran dalam mengoordinasikan dan
mengonsolidasikan  program  dan  kegiatan  pengembangan < UMKM  lintas
Kementerian/Lembaga, diwujudkan melalui Strategi Nasional Pengembangan UMKM dan
Satu Data.

Kementerian Koperasi dan UKM scbagai walidata untuk data Koperasi dan UMKM akan
mengumpulkan dan mengolah data melalui Rencana Induk Pengembangan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (RIPTIK). Data koperasi akan dikumpulken dari Dinas yang
membidangi koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia baik di Provinsi maupun di
Kabupaten/Kota dan diolah menjadi suatu data terkini dan informatif yang diimplementasikan
dalam beberapa format tampilan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan untuk data UMKM
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sendiri Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan seluruh Kementerian/Lembaga
dan pihak yang terkoordinasi dalam forum Satu Data Indonesia.

. Peningkatan fungsi LLP-KUKM sebagai layanan konsultasi terintegrasi

Pendirian LLP-KUKM bertujuan untuk memberikan layanan promosi dan pemasaran KUKM
Indonesia yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana layanan informasi
pasar, sarana pemasaran, promosi produk dan jaringan pemasaran serta distribusi produk
KUKM, konsultasi pemasaran peningkatan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran,
serta inkubasi pemasaran. Dalam rangka mendukung pengembangan kapasitas manajemen dan
usaha Koperasi dan UKM, LLP-KUKM akan meningkatkan pelayanannya dengan
mengembangkan konsultasi, pendampingan, coaching, seminar, menguatkan regional (satgas)
dan menguatkan sentra-sentra produksi dengan menghadirkan ahli dam merckrut orang-orang
terbaik untuk mendampingi UKM secara online maupun tatap muka tergantung kebutuhan,
baik dari segi manajemen, produksi, pemasaran, keuangan dan SDM. Hal tersebut diharapkan
dapat menjadikan LLP-KUKM (SMESCO) sebagai pusat pelayanan konsultasi, pendampingan
dan kemitraan serta pintu akses pasar dan pembiayaan UKM.yang dibina untuk memperolch
pembiayaan dari KUR, Lembaga Pengelola' Dana BergulirKUMKM dan Indonesia
Eximbank.

. Penguatan sinergi dan kerjasama antar lembaga/pemangku kepetingan;

Untuk pemberdayaan koperasi dan UKM 'secara nasional, maka dipandang perlu dilakukan
penyusunan kebijakan dan_strategi, nasional pemberdayaan koperasi dan UKM secara
menyeluruh dan terpadu. Hal tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas instansi
dalam pemberdayaan kopérasi dan UMKM. Kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM
secara umum diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan efektivitas penanggulangan
kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan ekspor dan daya saing, seria
revitalisasi pertanian dan perdesaan yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Program-
program strategis koordinasi lintas sektor UMKM dan Koperasi yaitu melalui Strategi
Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan Satu Data.

- Restrukturisasi Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Kementerian Koperasi dan
UKM.

Kementerian Koperasi dan UKM memandang perlu untuk dilakukan restrukturisasi Struktur
Organisasi dan Tata Kelola dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah
ditetapkan dan untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran.
Hal tersebut dilakukan sebagai langkah fundamental dalam menyikapi bahwa organisasi selalu
bersifat dinamis dan tidak sckedar membentuk struktur, tetapi lebih dari itu mengelola proses
dalam struktur tersebut sehingga dapat diketahui berapa banyak struktur yang diperlukan.
Transformasi yang dilakukan diharapkan dapat memberi nilai tambah pada organisasi dalam
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pencapaian target yang telah ditetapkan dengan lebih efektif dan efisien, sehingga struktur
yang lebih ramping namun memiliki fungsi yang besar baik bagi Kementerian Koperasi dan
UKM, lintas K/L, pemerintah daerah, masyarakat dan stakeholder. Secara umum, penataan
struktur organisasi Kementerian Koperasi dan UKM, diharapkan dapat menghasilkan:

a, Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Lincah dan Cepat;

b. Pengembangan Kualitas Koperasi Indonesia;

¢. Pengembangan Usaha Mikro;

d. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;

Pengembangan Kewirausahaan dan Sumber Daya Manusia;

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM baik Pusat maupun
Daerah.

Struktur dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut, Kementerian Koperasi dan UKM
semula terdiri atas 5 (lima) unit Deputi, yaitu:

o

™

a. Deputi Bidang Kelembagaan:

b. Deputi Bidang Pembiayaan;

¢. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran;

d. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha;

e. Deputi Bidang Pengembangan SDM.

akan menjadi 4 (empat) unit Deputi yaitus

a, Deputi Bidang Perkoperasian, yang mempunyai tugas:

1) Perumusan kebijakan di bidang peningkatan potensi usaha koperasi, pengembangan
inovasi perkoperasian}, pefigembangan kemitraan dan jaringan usaha koperasi,
pengembangan p&mbmyaan perkoperasian serta pengembangan koperasi baru;

2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan potensi usaha
koperasi, pengémbangan inovasi perkoperasian, pengembangan kemitraan dan jaringan
usaha koperasi, pengembangan pembiayaan perkoperasian serta pengembangan koperasi
baru;

3) Pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan di bidang peningkatan potensi usaha
koperasi, pengembangan inovasi perkoperasian, pengembangan kemitraan dan jaringan
usaha koperasi, pengembangan pembiayaan perkoperasian serta pengembangan koperasi
baru; '

4) Pelaksanaan administrasi deputi bidang pengembangan koperasi; dan

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri,

b. Deputi Bidang Usaha Mikro, yang mempunyai tugas:

1) Perumusan kebijakan di bidang peningkatan potensi dan peluang usaha mikro,
peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha mikro, perluasan jangkauan pemasaran
usaha mikro, kemitraan dan perlindungan usaha mikro serta perluasan akses pembiayaan
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usaha mikro;

2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan potensi dan
peluang usaha mikro, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha mikro, perluasan
jangkauan pemasaran usaha mikro, kemitraan dan perlindungan usaha mikro serta
perluasan akses pembiayaan usaha mikro;

3) Pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan di bidang peningkatan potensi dan peluang
usaha mikro, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha mikro, perluasan jangkauan
pemasaran usaha mikro, kemitraan dan perlindungan usaha mikro serta perluasan akses
pembiayaan usaha mikro;

4) Pelaksanaan administrasi deputi bidang penguatan usaha mikro; dan

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri

. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah, yang mempunyai lugas.fnitn;

1) Perumusan kebijakan di bidang peningkatan peluang pasar daniekspor usaha kecil dan
menengah, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha kecil dan menengah,
pengembangan distribusi dan logistik usaha kecil dan meﬁengah, perluasan jaringan
kemitraan usaha kecil dan menengah serta pengembangan pembiayaan usaha kecil dan
menengah; .

2) Koordinasi dan sinkronisasi peIaksatlaﬁ'n_.‘_kebﬁakau di bidang peningkatan peluang pasar
dan ekspor usaha kecil dan rmnenguh, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha
kecil dan menengah, pengmbanm distribusi dan logistik usaha kecil dan menengah,
perluasan jaringan Kemitraan ~usaha kecil dan menengah serta pengembangan
pembiayaan usaha kecil'dan'menengah;

3) Pemantauan, evaluam, analisis dan pelaporan di bidang peningkatan peluang pasar dan
ekspor usaha kacﬂ dan menengah, peningkatan mutu dan kapasitas produk usaha kecil
dan menengah, pengembangan distribusi dan logistik usaha kecil dan menengah,
perluasan ja&inga.n kemitraan usaha kecil dan menengah serta pengembangan
pembiayaan usaha kecil dan menengah;

4) Pelaksanaan administrasi deputi bidang penguatan usaha kecil dan menengah; dan

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

. Deputi Bidang Kewirausahaan, yang mempunyai tugas yaitu:

1) Perumusan kebijakan di bidang pemetaan potensi sumber daya manusia koperasi, usaha
mikro, kecil dan menengah, peningkatan peran pemerintah daerah, dunia usaha, dunia
industri dan dunia pendidkan terhadap pengembangan kewirausahaan;

2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan potensi sumber
daya manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan peran pemerintah
daerah, dunia usaha, dunia industri dan dunia pendidkan terhadap pengembangan
kﬂwirausallhaan;
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3) Pemantaunan, evaluasi, analisis dan pelaporan di bidang pemetaan potensi sumber daya
manusia koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan peran pemerintah
daerah, dunia usaha, dunia industri dan dunia pendidikan terhadap pengembangan
kewirausahaan;

4) Pclaksanaan administrasi deputi bidang pengembangan kewirausahaan;

5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri.

BLU (Badan Layanan Umum) akan tetap sama, yaitu:

a.

LLP-KUKM (Lembaga Layanan Pemasaran — Koperasi dan UKM}); dan

b. LPDB-KUMEKM ((Lembaga Pengelola Dana Bergulir — Koperasi dan UMKM), yang

penyaluran dana bergulirnya akan diarahkan pada Koperasi.

Sckretariat Kementerian Koperasi dan UKM yang sebelumnya terdiri dari:

Biro Perencanaan:

b. Biro Umum; dan

nl

Biro Keuangan:

akan menjadi:

a.

Biro Manajemen Strategi, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif
di bidang penyelenggaraan sistem akuniabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip),
akuntabilitas pengelolaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan
kementerian koperasi dan useha kecil dan'menengah;

Biro Manajemen Regulasi, Organisasi dan Kerja Sama, untuk memberikan dukungan
pelayanan teknis dan administratif di bidang perumusan kebijakan, regulasi, hukum,
organisasi dan kerjasama di lingkungan kementerian koperasi dan usaha kecil dan
menengah; _

Biro Manajemen Komtnikasi, Informasi Teknologi dan Penelitian dan Pengkajian, untuk
memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif di bidang komunikasi, informasi
dan teknologi di lingkungan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah; dan

. Biro Umum, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif di bidang

kerumahtanggaan, keprotokolan, penatausahaan pimpinan dan pembinaan serta pengelolaan
pegawai di lingkungan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah.
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BAGAN 3.1. POHON KINERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM TAHUN 2020-2024
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BAGAN 3.2. STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
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*) Rancangan SOTK disusun berdasarkan

1. Surat Menteri Koperasi dan UKM nomor: 34/MKUKM/X1172019 kepada Menteri Pengembangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: .

2. Hasll Rapat Kementerian Koperasi dan UKM dengan Sekretariat Negara, Kementerian Pengembangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian
Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM pads tanggal § Februari 2020; : '

3. Hasil Rapat Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Pengembangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 April 2020;

4, Draft Final Perpres SOTK masuk ke Kementerian Pengembangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan penyampaian proses ke Sekretariat Negara pada
tanpgal 15 Mei 2020.2. Hasil Rapst Kementerinn Koperasi dan UKM dengan Kementerian Pengembangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal
2| Fehruari 2020 ) !
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Sesual dengan tugas pokok. fungsi dan kewewenangnya, Kementerian Koperasi dan UKM
pada tahun 2020-2024 menjabarkannya melalui:

1.  Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024

adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Indikator kinerja sasaran strategis 2020-2024

Uk

L J Ukuran Hasil b ?&mm:u .
Sasaran Strategis (Lag Indikator) Kinerja T 2024 | Pengukuran
(Lead Indikator

Terwujudnya Koperasi dan Meningkatnya Kontribusi | Persentase -0 Mandiri

UMBEM yang Maju, Berdaulat| PDB Sektor Koperasi Kontribusi 3}@@ atau BPS

dan Mandiri dalam Sektor Koperasi

Mendukung Perekonomian

Masional Meningkatnva Kontribusi | Persenta: 33,88%- Mandiri
PDB Sektor UMEM 59.56% atau BPS

Terwujudnya Koperasi vang | Meningkamnva Ino 20%%-23% | Mandiri

Modern Perrumbuhan atau BPS
Volume Usaha
Koperasi
Terwujudnya UMEM yang Persentase Total 0,49%. Mandiri
Mampu Bersaing di Pasar Nilai Ekspor UKM 19,94% atau BPS
Domestik dan Global :
s . Meningkamya Skala Jumlah UKM Naik 33.753 Mandiri
Hsaha UKM Kelas LKM atau BPS

Tabel 4.2, Indikator kinerjn sasaran sirtegis perspektit intemal proses dan fearn & growth

Perspektif Internal Process
Ukuran Pemacu
Sasaran Strategis ""“;":u';:’[ij Kinerja Target 2024 | Pengukuran
ot atn w (Lead Indikator)
Terwujudnya Modernisasi Menmgkatnva Model Jumlah Koperasi 500-1000 Mandiri
Koperasi { Pengembangan Bisnis dan Kelembagaan | Model Baru Maodel
Koperasi) Koperasi Koperasi
Meninghatnva Inovasi Perseniase Jumiah 5%-10% Mandiri atay)
Uisaha dan Teknologi Koperasi vang BPS
Koperasi Berinovasi dan
Memanfaatkan
Teknologi
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Terwujudnya Penciptaan Meningkainya Wirausaha| Rasio 3,55%-3.95% | Mandiri atau
Entrepreneur Baru Bary Kewirausahaan BPS
(Pengembangan Masional
Kewirausahaan)
Pertumbuhan start- 700-3.5300  Mandiri atau
up berbasis koperasi BPS
Terintegrasinya Produk UKM| Meningkamya Potensi Jumlah Produk 7 Komoditas | Mandiri atau
Kedalam Global Valwe Chain| Ekspor Produk UKM UKM Yang Ekspor UKM BPS
{Pengembangan UKM)
Terwujodnya Peningkatan Meningkamya Skala Jumlah Usaha 0,5% Mandiri atay
Skala Usaha Mikro (Scaling | Usaha Mikro Mikro Naik Kelas BPS
Up) (Pengembangan Usaha
Mikra)
Perspektif Learn & Growth
Terwujudnya ASN Meningkatmys Indeks .
Kementerian KUKM vang Profesionalisme ASN Profesionalisme 0%
Profesional Kementerian KUKM ASN Kementerian |
KUKM
Terwujudnya Sistem Data Tersedianya Data dan Persentase, 100% Mandiri
dan Informasi KUKM Informasi Pengembangan | KUMKM yang |
KUKM yang Akurat dan | Datanya Akurst'dan
Akuntabel Terkini'
Terwujudnya Birokrasi Meningkatnya Reformasi| Nilai Reformasi >=80(A) | Menpan-RB
Kementerian KUKM yang Birokrasi Kementerian | Birokrasi
Berorientasi Layanan Prima | KUKM “Kementerian
Meninghatnys. KUKM
Akuntabilitas K inerfa dan
Anggaran Kementerian
KUKM
; Tingkat Maturitas Level 4 BPKF
SPLP Kementerian
Koperasi dan
UMEM
Indeks Kepuasan >80
Masyarakat terhadap,
Layanan
Pengembangan
Koperasi dan
UMEM
Terwujudnya Pengelolaan Meningkatnya Nilai Sistzm A Menpan-RB
Kinerja dan Anggaran yang | Akumtabilitas Kinerja dan| Akuntabilitas
Akuntabel Anggaran Kementerian | Kinerja Pemerintah
KUKM (SAKIP)
Kementerian
KUKM
Opini BPK-RI atas WTP BPK
Laporan Keuangan
Kementerian
KUKM

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019



2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur vang mengindikasikan keberhasilan
pencapaian hasil (owfcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara

spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome) dan

indikatornya.

Secara detail, Indikator Kinerja Program Teknis Tahun 2020 terdapat pada Tabel 4.3 dan
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untuk Indikator Kinerja Program Teknis Tahun 2021-2024 terdapat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.3 Indikalor Kinerja Program Teknis Tahun 2020

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

TARGET

PROGRAM PENINGEATAN DAY A SAING UMEM DAN KOPERAS]

020 |

Terwy| Iucrnya Diava Saing
ian Kontribusi UMEM
dan Koperasi dalam

Perckonomian

Persentise Jumloh Tennga Kerja UMEM

=

Persentase Koperasi {Induk/MNasional
Sekunder/Provinsi, Primer KaboKota v
miemiliki kategori schatberkuali

Jumlah wirausaha nasional_ 10,000 Cirang
" Persentase Kontribusi KOpera$i dan LMKM 7.5%
dalam Pembeniukag I ¥
dan Koperasi ™
LIMEM dan Koperasi 10.5%
3%
MEM vang mengakses pembiayaan 25%,
umlah LIMKM dan Koperasi vang menerapkin 2000 Unn
standardisasi mutu dan sertifikasi produk
Partisipasi anggots koperasi dalam permodalan 55,
PFerumbuhan jumlah anggots kopemsi 1M
Periumbuhan volome usaha koperasi 18%

PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI

| Meningkamya Kinerja

kelembagaan dan 1lsaha
foperasi

Persentase Koperasi { Induk/Nasional,
sekunderiprovinsi, Primer Kab/Kota yvang
memiliki kategori sehat/Merkualitas)

Partisipasi Anggots Koperasi dalam Permodalan
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PROGEAM PENINGEATAN PENGHIDUPAN RERKELANIUTAN BERBASIS USAHA MIKRO

Meningkatnva Koperusi Persentase jumlah tenaga kerja LIMEM 3.5%

dan UMEM yang

Berbasis Usahi Mikeo o
Persentase Boperasi (Induk/MNasional, 13%
Sekunder/Provinsi, Primer kab./Kota vang
memiliki kategor schat/berkualitas
Persentase jumlah wirnusaha nasional LOLKM Oirang
Persentase kontribusi-Koperasi dan UMEM 7.5%
dalam pembentukan PDB
Persentase Kontribusi UMEM dan Koperasi T
dulam ekspor nom-miges
Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi 10.5% I
dalem investasi

' Pertumbuhan Produktivitas UMKM %

Proporsi LMKM vang mengakses pembiayaa
formal

Jumlah UMKM dan Koperasi yang mengrapl
stundandisnsi muoty dan sertiikasi progduk”

Partisipasi anggota koperns dalam 33%
i Pertumbuhan jumlah an ; Lo_Vus 10%
Perumbuhan vol nperasi 18%
Tabel 4.4 Indikator Teknis Tahun 202 1-2024
. i TARGET
PROGRAM SASARAN W2 | m 033 | 2024
PROGRAM KEWIRALUSAHAAN, LM
Meninghatnya ke 50 150 100 1001
manijemen kg perids Roperasi | Koperasi | Koperasi | Koperas|
Modem Muodemn Modern Modemn
Meni Pertumbuhan srart- | 900 Q00 B30 B30
ko up herbusis koperusi | Koperasi Koperasi koperasi | Koperasi
N a Persentase 2% 2% 1% 1%
kemudahan dan kontribusi PDA
kesempntan berusaha sektor koperasi
Meningkatnya Akses Persentase Total 15, 12% 17.28% 19.44%4 21.60%
Pasar Produk dom Tasa | Nilal Polens]
LMk M Ekspor LIMEM
Meningkatnva Daya Persentase Jumlah 0.55% 1,35% 2.5% 4%
Saing Produk don Tnss | TTKM Maik Kelas
LIMEM
Permambuhan L30T | 8% 9% 1
Jumlah Tenaga
LIMEM |
Memngkaltnyn Akses Persentase Total 58% | 614 62% b3%
Pembigvaan dan Investasi UMEM
Investasi LINMEM
Meningkainyi Persentdase (2360 63.73% i, 7% 63%
Kemudahan dan Kaontribusi PR
Kesempatan Berusahn Sektor TIMEM
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Indikator Kinerja Program Generik Tahun 2020 terdapat pada Tabel 4.5 dan untuk

Indikator Kinerja Program Generik Tahun 2021-2024 terdapat pada Tabel 4.6
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Program Generik Tahun 2020

PROGRAM SASARAN INDIKATOR T"‘%@f

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEENIS LAINNY A KEMENTERIAN
KOPERASI DAN UKM

Meningkatnya efektivitas Indeks Reformasi Birakrasi, Kementerian 0%
manajemen Kementerizn Koperasi Koperasi dan UKM
dan LMEM

Nilai Akuntabilitus Kinerju Kementerizn RO%

Kopermsi dan LM

Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM 5.2%
dalam pembentukan POB

PROGRAM PENINGEATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN KOPERASI DAN
KM

Meningkatnva Dukungan Sarana Indeks Reformasi Birokrasi, Kems
Prasardnn Kemeénterian Kopems Koperasi dan UKM
dan LUTKM
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Program Generik '
PROGRAM SASARAN
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
Tersedianyva Kebijakan
Pengembangun Koperasi
dan UMEM vanp Efektl
Terselenggaranya Tils
Kelola Pengembangan
KUKM vang Pastisipatii
dan Berkelanjutan
Terwujudnya AS s profesionalisme ASN | 90% | 90% | 90% | 90%
Kementerian KK My ementerian Koperasi dan
Profesional dengar LIKM
indikator Kince
Tersel i Sister Persentase Jumlah Unit kerja di | 100% | 100% | 100 | 100%
dan Infortg i lingkungon Kementerian |
Pengembangh Koperasi dan UKM terintegrasi |
vung Terintegrs dengan sistem data dan |
informusi
lerwujudnya Birokrasi Nilai reformasi birokrasi D 80 0 RO
Kementerion KUKM yang | Kementerian Koperasi dan '
Berorientasi Layanan LKM |
Prima
Tingkat Maturitus SPIP | Level | Level | Level Lewvel
Kementerian Koperasi dan 4 4 4 4
LIMEM
Terkelolanya Anggaran Nilai SAKIP Kementerian A A A A
Pengembangan KUKM Koperasi dan UkM
secarn Akuntabel
Dpint BPK atas laporan WTP | WIP | WIP |'WTP
keuangan Kementerian
Koperpsi dan LIKM
Tersedionyva Operasional Jumlah Bulan Lavanan Serana | 12 12 12 12
Kementerian Koperasi dan | Perkantoran Brulan I Bulan | Bulan | Bulan
UkM |




4.2

KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, program dan

kegiatan peningkatan daya saing koperasi dan UMKM pada tahun 2020-2024 mencakup:

1.

LFE]

4.

Alokasi pendanaan jangka menengah Tahun 2020 diarahkan untuk membiayai pelaksanaan:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian
Koperasi dan UKM;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM:;

c. Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro;

d. Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi; dan

e. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi.

Alokasi pendanaan jangka menengah Tahun 2021-2024 diarahkan'untuk membiayai

pelaksanaan:

a. Program Dukungan Manajemen;

b. Program Pengembangan Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan.

Sinergi dan kerja sama yang melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki

program dan kegiatan yang terkait dengan_.pengﬂnﬁmgan Koperasi dan UMKM yaitu:

a. Kementerian/[Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan pelaku usaha, antara
lain: Kementerian Koperasi dan UKM;-Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Kementerian~Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Kementerian Katanzgaimqm Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi;

b. Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan dan penguatan
sistem pendukung bagi KUMKM baik terkait akses pembiayaan, ilmu pengetahuan dan
teknologi, jaringan distribusi, kemitraan, serta penerapan standar kualitas produk, seria
kebijakan lain yang terkait, seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Komunikasi dan
Informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Koordinasi
Penanaman Modal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pengawasan
Obat dan Makanan, Badan Sertifikasi Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik, Komisi Pengawasan
Persaingan Usaha, dIl.

Pengembangan kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan dunia usaha juga
dilakukan untuk meningkatkan dukungan bagi perbaikan daya saing KUMKM juga skan
melibatkan Gerakan Koperasi termasuk Dekopin.
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Dalam bagian sebelumnya telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun keberhasilan pencapaian target-target yang telah
ditetapkan felah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan yaitu menggunakan
indikator kinerja dan selanjutnya dalam mencapai target-target tersebut diperlukan biaya
(anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Untuk itu, sumber dana yang diperlukan dalam
mencapai target-target yang telah ditetapkan dan realisasinya tergantung sepenuhnya dari APBN.

Secara terinci, kerangka pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan di bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan pada tahun 2020, 2001 dan 2022-2024
dapat dilihat pada Tabel 4.7,4.8 dan 4.9 berikut:
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Tabel 4.7 Kerangks Pendonaan Tahun 2020

ENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan
| kesempatan h.erjn serta pemerataan pendapatan
- Persentase jumioh tenago kerja UMKM ]
- Persentase Koperasi (Induk/Nasional, 100
Sekunder/Provinsi, Primer Kab/Kota yang
memiliki kategori sehat/berkualitas)
- Persentase jumilah wirausaha nasional 10
Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi serta
pengentasan kemiskinan
- Persentase kontribusi Koperasi dan UMEM
dalam pembentukan PO {rota-rato/tahun)
- Persentose Kontribusi UMKM don Koperosi
dolam ekspor non-migas (rata-rata/tahun)
- Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi
dalam investasi (rata-rata/tahun)
- Pertumbuhan Produktivitas UMKM (rata-
rate/tahun)
- Proporsi UMENM yang mengakses pembip
formal target RPAMN (%) Y
Terwujudnya Kementerian Koperask
Profesional dan Berkinerja Tinggl S
| - Indeks reformasi Birokrasi, Kementerian
Koperasi dan UKM
- Nilai skuntabilitas kinerjo Kementerian Koperasi 80
. dan UKM
|Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
[Kementerian Koperasi dan UKM
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Meningkatnya efektivitas manajemen
Kementerian Koperasi dan UMEKM

- Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian
Koperasi dan UKM

- Nilai Akuntobilitas Kinerja Kementerion Koperasi P, % 80
dan UKM W
- Persentase kontribusi Koperosi dan UMKM Vv . 75

daiam pembentukon PDE (rato-rata/tohun)

enyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Kementerian Koperasi dan._ | v
KM e :
|

| Meningkatnya kualitas rencana pro

kegiatan Kementerian KUKM

- Rencana Program/kegiatan Kem s 100
Koperasi dan UKM

- Ferum Sinkronisasi Kebifokan dan Kerjasama 1
Pregram Antar Permangku Kepentingan

Monitoring, Evaluasl, Pelaporan, dan Kerjasama Teknik

Meningkatnya kualitas dan keterpaduan

pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan kerjasama

Internasional




- Pemantauon d'nn Evaluasi Progrom Bidang
KLUMKM

- Kerfosama internasional di bidang koperasi dan
LIMKRA

- Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG

LI'erlaluuammn. Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran dan BMN

Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan
Barang Milik Negara

- Kinerja Pelaksanoan Anggaran

- Pelaporan Keuangan

- Barong Milik Negaro

- Layanan Perkantoran

- Layanan Operasionol Menteri

nyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran
usat dan Daerah

Terpenuhinya layanan pemeriksaan di pusat dan
daerah

- Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan
Pelgksanoan Anggaran di Pusot don Doerah

Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Layanan Manajemen SDM Apa
Kementerian Koperasi dan UKM

- Pendidikan dan Pefatihan Struktural dan
Fungsional

M

- Pembinaan dan pembekalan komp
Aparatur

8| 8

- Kerjosama Peningkatan SO0 Aporotur

- Loyanan administras! kepegawaion

- Tanda jasa/penghargaan/ kehormatan

- Reformasi birokrosi

E I




- Penyebaran informasi, penyuluhan don
[ pembinaan oparatur

- Perumusan bahan telaahan dan rekomendasi
pimpinan

Penyelenggaraan Ketatausahaan

Meningkatnya Kualitas Ketatausahaan dan
Layanan Perkantoran

- Operasional Perkantoran dan Loyonon Fimpinan

- Penyelenggargan Organisasi dan Tatolaksana

- Penyelenggoraoon dan Loyanan Persuratan

- Penyelenggaroon dan Pelayanan Kearsipan

- Penyelenggaroan Ketatausahaan Menteri dan
Eselgn |

Penyelenggaraan kehumasan dan advokasi hukum

Terlaksananya Layanan Hukum

- Advokasi Hukuam

Terlaksananya Layanan Hubungan Masyarakat dan
Komunikasi

- Kehumasan

| - Open goverment Informasi program dan
kegiotan Kementerfan Koperasi dan UKM

Koordinasi Penyusunan Regulasi Koperasi dan UMKM

Terlaksananya Koordinasi Penyusuna
Koperasi dan UMKM

- Terlaksananya Koardinasi Penyusun egulasi
Koperasi dan UMK

- Meningkotnya kualitas pelavanan hukum

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Kelembagaan

| Terlaksananya Koordinasi perencanaan,
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pelaksanaan dan monev kelembagaan

- Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan
Peloksanaan

- Manev, data den pengembongan oparotur

- Layanan Internal

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pembiayaan

Kualitas, keterpaduan dan kelengkapan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
serta pelaporan urusan pembiayaan

- Pelaksanoon Perencanaan, Program dan
Anggaoran, pelaporan dan kegiatan urusan
umum serta sistem informasi pembiayaan
Pelaksanaan

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Produksi dan

Pemasaran

Meninghkatnya kualitas, keterpaduan dan
kelengkapan pemantauan, evaluasi, pelaporan,
serta kerjasama teknik

- Koordinosi perenconoan, pelaksanaon dan
maonev urusan Produksi don Pemasaran

- Monev, data don pengembangan aparatuy

- Pengelolaan Layanan umum dan keuong o

rdinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Re

saha

Terlaksananya Koordinasi, Perencan
Pelaksanaan dan Monev Urusan Restru
Usaha

- Jumiah Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan
dan Monev Urusan Restrukturisasi Usaho

L)

gordlnasl Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengembangan




Terlaksananya Koordinasi Perencanaan,

Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengembangan
SDM
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- Jumlah Koordinasi Perencanaan, Peloksanaan
dan Manev Urusan Pengembangan SO0

kunrdlnasl Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengawasan

Koperasi

Layanan Internal Deputi Bidang Pengawasan

- Layanon Perencanaan, Evaluas! dan Pelaporan

- Layanon Keuangan dan Tatausaha

- Jabatan Fungsional Pengowas Koperasi

- Partisipasi Dalam Forum APEC daon Kerjosama
dengan Korea

Pengembangan Sistem Informasi dan Data

Meningkatnya kelengkapan dan kualitas sistem
informasi dan data Koperasi dan UMKM

- Databaose Koperasi dan UMK

- Sistem taringan Informasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian

Koperasi dan UKM
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Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana
Kementerian Koperasi dan UKM

- Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian
Koperasi dan UKW

Pengadaan 5arana Prasarana Kantor Kementerian Koperasi dan UKM

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana di
Kementerian Koperasi dan UKM

- Peningkaton Sarana don Prasarano Ke ter
| Koperasi dan LKM
Sarana Prasarana LLP-KUKM
Terpeliharanya Sarana dan Prasara dan

Bangunan

- Penyedigan Sarano don Prasarona Perkantoran

- Layanan Perkantoran

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
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Terwujudnya Daya Saing dan Kontribusi UMEKM
dan Koperasi dalam Perekonomian

- Persentase Jumiah Tenaga Kerfa UMENM

- Persentase Koperasi {Induk/Nasional,
Sekunder/Provinsi, Primer Kpb_/Mota yong
memiliki kategori sehat/berkualitas

- lumiah wirousaha nasionol

Terwujudnya Daya Saing dan Kontribusi UMKM
dan Koperasi dalam Perekonomian.

- Persentase Kontribusi Koperasi dan UMK
dalam Pembentukan PDB (rata-rata/|

- Persentase Kontribusi UMKM dan Kopgel
dalom ekspor non-migas (rota-ra hun

10.000

7.5

- Persentase kontribusi UMKM dan
dalam investosi (rata-rata/tahun)

10,5

- Pertumbuhan Produktivitas UMKM (rata-
rata/tahun)

- Proporsi UMKM pang mengokses pembiayaan
formal

25

- Jumlah UMKNM don Koperasi yang menerapkan
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standardisasi mutu dan sertifikasi produk
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- Partisiposf anggota koperasi dolam permodalan

- Pertumbuhaon jumiah anggoto koperasi

- Pertumbuhan volume usaha koperast

Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah

Terlaksananya Dukungan Pemberdayaan KUKM di
Daerah

- Petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL)

- Operasional PLUT di Daerah

- Fasilitasi Pameron dan Promosi KUMER di
Daerah

- Perencanaon program Kementerian Koperosi
dan UKM

- Monitoring dan evaluas! kegiatan strategis

- Pengembangan dato KUMKM

- Satuan tugos pengowason koperasi

- Maonitaring dan Insentif Pendamping {zin Usaha
Mikro dan Kecil {IUME] di Daerah

Lingkungan

Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Menghasilkan Produk Ramah

Meningkatnya pengembangan usaha p
oleh koperasi melalul pemanfaatan en
terbarukan

- Jumiah Koperasi yang didamping

pengembangan eco lourism

Perluasan Pembiayaan dan Jasa Keuangan Non Bank dan Advo
Perpajakan Bagi Koperasi dan UMKM

Kapasitas dan Jangkauan Layanan Keuangan Non
Bank Bagi KUMKM

- Penumbuhan dan Penguatan Badan Layanan
Umum Daerah




71

- Advokasi Perpajokan
- Desain skema pembiayoan KUMEM

- Pengembangan skema resi gudang melalwi
pembiayoan LPDB KUMKM
IFaaiIltasl Permadalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil

Akses KUMKM Pada Permodalan

- Wirausoha Pemuia Yang Didukung Modal Awal
Usaha {Start Up Capital)

- Koperasi yang diperkuot untuk pengembangon
usgha melalul kemitraoan

- Evaluasi dompak Pemberian Modal Awal Usoha

- Skema UMKM bisnis start up melalui LPD8
KUMEKN diperkuat dengan dona codangan
mefalul bantuan pemerintah

Penerapan Peraturan Perundangan di Bidang Koperasi dan UMEM

Meningkatnya penerapan peraturan perundang-

undangan
- Anolisis / evaluasi peraturan perundangon

- Sosialisosi peraturan perundangan bogf ko
dan UMKEM
- Dokumentasi peraturan perundang- n

Perluasan dan Peningkatan Akses Pemasaran

Meningkatnya Promosi Dan Pemasar alam
Negeri

- Promosi dan pemasaran dolom negeri S00
Meningkatnya Promosi dan Pemasaran Luar
MNegeri

- Jumlah KUKM yang mengikuti pameron luar 50




negeri
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Meningkatnya Fasilitasi penerapan e-commerce

- Jumlah KUKM yang difasilitasi penerapan e-
commerce

Pengembangan Kemitraan dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan
usaha UMKM dan koperasi

- Koperasi dan Usaha Mikro don Kecil (KUMK)
yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha
Menengoh don Besar (UMB)

500

- KUMK yong diperkuat dolam kemitroon rantal
nilai/pasok

- Pemantouan dan Evaluasi Kemitraon KUMK
dengan UMB

'Pangamhinm Kewirausahaan

Berkembangnya wirausaha baru yang berpotensi
tumbuh naik kelas

- Peserta pemasyarokotan kewirausghaan

Meningkatnya ratio jumlah wirausaha dan
mampu tumbuh menjadi usaha yang
berkelanjutan dengan skala yang lebih

L5060

- dumlah Peserto pelatihan kewirausa

Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

5.300

Meningkatnya kualitas SDM koperasi UKM
dalam mendukung usaha koperasi dan UKM yang
berkelanjutan

- Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus dan
Manajer Koperasi

5.000

- Peserta pelotifhon vocational

5.500




- Pelatihaon Perkoperasian Syariah bogi Pengurus
dan Manajer Koperasi
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Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi 5SDM KUKM

Meningkatnya kualitas dan Jangkauan diklat
UMKMK dalam mendukung perbaikan kualitas
SDM UMKMEK

- Jumiah 50M koperas! dan UKM yang difasilitas!
melaiui SKKNI

3.000

- dumiah Peserta pelatihan pengelola LKM
berbasis kompetensi

1.020

- Jumiah Peserta pelatihan manajemen berbasis
kompetensi

- dumfah SKKNI vang dikembangkan

I'.Peninglratan Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk

Meningkatnya kualitas dan daya saing produk
UMKM dan koperasi

- KUMKM yang difasilitasi Standarisas! Mutu dan
Sertifikasi Produk untuk meningkatkan nilai
tambah dan mendukung Pariwisata

- KUMKM vang difasilitasi stondarisasi mut
sertifikasi Produk polensial ekspor

Meningkatnya KUMKM yang difasil
standarisasl mutu dan sertifikasi produk u
eskpor

3,000

- Jumiah KUMKM yvang difasifitas! standarisasi
mutu dan sertifikasi produk untuk eskpor

1.560

Terpadu

Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha

Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan
usaha terpadu KUMKM dalam rangka mendukung




promosi citra produk, pusat promosi dan pameran,
serta pendampingan bagi koperasi dan UMKM
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- Sarona prasarana layanan vsoha terpodu

- Fasilitasi don Monev layanan usaha terpadu

- Penguatan Kelembogoan dan Pendamping PLUT

:Pengeinlaan Dana Bergulir

Meningkatnya volume dan kualitas penyaluran
dana bergulir bagi KUMKM

- Analisa Penyaluran Dano Bergulir

Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana
Prasarana

- Jumlah dukungon Manajemen dan Sarana
Prasarana

Layanan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM

Meningkatnya peran LLP sebagal trading house

KUMKM dalam rangka mendukung pemasaran dan
promosi produk dalam negeri secara terpadu
(Quick Wins]

- Trading House Koperasi dan UMEM 2.500
- Fasilitasi promosi dan pemasaran produk 12
KUMKM dan Dukungon Manajemen Layanaf =
Perkantoran ;
- Dukungon Manajemen dan Layanan s
Perkantoran
Terselenggaranya Sarana dan Pra
Perkantoran
o

- Terselenggoranya Sarana dan Prasorang
Perkantoran

Pengembangan Investasi Usaha

| Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan




usaha UMKM dan koperasi
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- Koperas! dan UMKM yang difasilitasi kerjosama
investasi

- Fasilitasi Pencadongan Usaha bagi KUMEM

- Koperasi yang difasilitasi sistem resi qudang

|
Pemetaan Kondisi dan

Peluang Usaha KUMEM

Meningkatnya kualitas skema dan jangkauan
usaha koperasi dan UMKM secara berkelanjutan

- Penerapan dan pemetaan early warning system
untuk restrukturisasi usgha koperasi don UMEM

- Penerapan stondardisasi restrukturisasi usaha
koperasi dan UMKM

- Penerapon skemo restrukturisasi usaho koperosi
dan LMKA

150

Penguatan Koperasi dan UMKM di Bidang Keuangan Syariah

Kapasitas dan Jlangkauan Layanan Pembiayaan /
Keuangan Syariah

- Regulosi kebifokaon usaha simpan pinjam dan
pembioyaan olel koperasi dengan prinsip
syarigh

- Kerjo Sama Usaha Antar Lembaga Pe
Keuangan Syariah

- KSPPS/USPPS Koperas! yong terfi
dan penumbuhannya

S

- Penguatan monajemen koperasi mela
Pengawas Syarigh Koperasi yang memperoleh
bantuan sertifikat D5N MU!

3

- Pendayaguraan Sumber - Sumber Pembioyaan
Syarigh

3

= Wirgusaha baru yang didampingi dori dana

Ja




Ziswaf KSPPS/USPPS Koperas
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|i’m’ﬁnldl.uman Usaha KUMKM

Meningkatnya pengembangan usaha koperasi dan
UMKM yang berkelanjutan

- Koperasi dan UMEM yong difasilitosi odvokasi 100
mangiemen dan keuangan
- Koperasi dan UMKNM yong didampingi dalam 100

penanganan dompok globalisasf

- Koperasi dan UMEM yang difasilitos]
penanganan dompak bencana

- Registrasi pengusaha skafa mikro dan kecil

Penelitian dan Pengkajian Kebijakan di Bidang Koperasi dan UMKM

Meningkatnya jumlah dan kualitas rekomendasi
dari hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti
untuk perbaikan kebijakan, program dan kegiatan
di bidang UMKM dan koperasi

- Penelition dan pengkajion koperasi

- Penelition dan pengkajian UMEM

- Penelitian dan pengkafiaon Sumber Daya

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha
Koperasi

- Persentase Koperasi {induk/Nasional,
sekunder/provinsi, Primer Kab/Kota yang




memiliki kategari sehat/berkualitas)

£ <)

Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha
Koperasi.

- Partisiposi Anggota Koperosi dolam Permodalan

Penguatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Peninghatan Kualitas dan Jangkauan Usaha Simpan
Pinjam Koperasi

- Regulasi kebijakan usoha simpan pinjam oleh
koperasi

- Pengembangan Kerfosaoma Antar Usaha Simpan
Pinjom Koperasi

- KSP/USP Koperasi yang diperkuat kelembagaan
dan usahanya

- Penguatan manajemen koperasi melalul
Pengelofa KSP/KSPPS yang memperoleh bantwan
sertfikasi SKKNI

- Advokasi Literosi don Penumbuhon Usaho
Simpan Pinjam oleh Koperasi

- Advokosi kerjo sama ontar usaho simpan pinjam ¢

Koperast

- KSP/USP Koperasi yang teradvokasi
kelembogoon don usahanya

Penataan Organisasi dan Badan Hukum Koperasi

500

Meningkatnya kualitas kelembagaa
melalui penataan organisasi dan badan

koperasi

- Penatoan badon hukum, anggaran dosar
koperasi, don fin usoha koperasi

- Penggabungan, Peleburan dan Pembubaran
Koperasi

2t




- Sosialisasi dan Fasifitasi Akta Pendirian Koperasi

yang anggotanya dari pengusaha mikro
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- Tindak Lanjut Penggabungan, Peleburan dan
Pembubaran Koperasi

Peningkatan Keanggota

an Koperasi

Peningkatan keanggotaan koperasi

- Koderisasi Perkoperasian di Kalangon Pemuda
{Lab Perkoperasian)

- Advokasi partisipasi anggota dalam permodalan
dan usaho koperasi

- Advokasi portisipasi pengawasan oleh anggota

Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi

Jumlah pemeriksaan kelembagaan koperasi

- Pemeriksoan Organisasi, Kinerjo dan Laporan
Keuangon

Peningkatan Tata Laksana Koperasi dan UMKM

Terlaksananya peninghkatan tatalaksana koperas|
dan UMKM

- Peningkaton manajemen koperasi perkotagn
dan perdesoon

- Penerapan tata kelola LMK vang ba,

- Penerapan advokas! akuntabilito

'I-"enguatan Kontribusi G

erakan Koperasi

Meningkatnya kualitas keanggotaaan koperasi dan
tata kelola KUMKM

- Revitolisasi Koperasi Perdesaan B0
- Promosi dan Advokasi Anggota Koperast 3.000
- laringan Usoha Koperasi 400




- Dukungon Kegiatan DEKOPIN, DEKOPINWIL,
DEKOPINDA

79

Penerapan Kepatuhan

Koperasi

Meningkatnya kepatuhan koperasi

- Peneropan Sistem don Kriteria Kepatuhan
Koperasi

Penilaian Kualitas dan

Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasl

Jumlah Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi

- Peniloian Kesehatan Usaha Simpon Pinjam
Koperasi

Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam

Jumlah Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi

- Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam Konvensional

Penanganan Rekomen
Pinjam

dasi Pasca Pemeriksaan Koperasi dan Usaha Simpan |«

Pemantauan dan Penanganan Tindak Lanjut Hasi
Pemeriksaan Koperasi : '

- Penanganan dan Pemantauan Hasil

Pemeriksaan Koperasi

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berba

25




st

Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang Berbasis
Usaha Mikro

- Persentase jumioh tenaga kerfo UMKM (rata- 5.5
rata/tahun)

- Persentase Koperasi {Induk/Nasional, 33
Sekunder/Provinsi, Primer Kab./Kota yang
memiliki kategari sehat/berkualitas

- Persentase jumioh wirausaha nasional 10,000

Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang >

Berbasis Usaha Mikro.

- Persentase xontribusi Koperasi dan UMEM
dalam pembentukan PDB {rota-rata/tohun)

- Persentase Kentribusi UMKM dan Koperasi
dalam ekspor non-migas (rata-rata/tahun)

- Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi
dalam investasi {rata-rata/tahun)

- Pertumbuhan Produktivitas UMKM (rata- 5
rata/tahun)
- Proparsi UMKNM vang mengakses pemblayaan 25
farmal _
- Jumiah UMKM dan Koperasi yang menerg) 2.000
standardisasi mutu dan sertifikasi prod
- Partisipasi onggota koperasi dolom pe 55
- Pertumbuhan jumioh anggota koperas’ 10
. - Pertumbuhan volume usoha koperasi 18
Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Pertanian
dan Perkebunan
Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan
keberlanjutan pengusahaan produk unggulan
daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikro di




a1

. Sektor Pertanian dan Perkebunan .
- Koperasi/Sentra Usaha Mikro bidang Pertanian 50 |

dan perkebunan yang diperkuat kapasitas

usahanya melaful kemitroan

Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Perikanan

dan Peternakan

Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan

keberlanjutan pengusahaan produk unggulan

daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikro di

sektor Perikanan dan Peternakan

- Jumlah Koperasi/UKM yang diperkiat kopasitas
usaho melolui kemitroan

Meningkatnya Koperasi/UKM sektor peternakan

dan pengolahan yang diperkuat kapasitas

usahanya melalul kemitraan

= Jumiah Koperasi/UKM sektor peternakan dan
pengolahan yang diperkuot kapasitos usahanyo
imelalul kemitraan

bengemhangan 5DM Usaha Mikro, Kecll dan Koperasi

Meningkatnya kualitas SDM usaha mikro dalam \ .
menjalankan dan mengembangkan usahanya
secara berkelanjutan F '
- SDM KUKM yang mendopat fosilitas! ill-. wg ) 2.500
| - Fasilitasi ide usaha melalui kompetisidan 30

a inkubiasi

Peningkatan Akses KUMKM pada Asuransi, Penjaminan dan

| Meningkatnya Akses KUMKM pada Asuransi,




Penjaminan dan Pasar Maodal

52

- Penumbuhan dan penguatan lemboga
Penjaminan Kredit Daerah

- Usaha Mikro Sektor Prioritos Yang Oidompingi
Mengakses dan Mengelala Pembioyaan/Kredit
KUR

15.000

- Usaha Mikro Yang Mendapat Pendompingan
Sertifikasi Tanah

15.245

- Koperasi yong dapat mengokses fasilitas)
Asuransi

- Koperasi dan Usaha Menengah Yang
Mendapatikan Akses Pendanaan Malalui Pasar
Madal

Penguatan Sistem Bisnis Koperasi Sentra Usaha Mikro di Sektor Industri

dan Jasa

Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan
keberlanjutan pengusahaan produk unggulan
daerah berbasis koperasifsentra usaha mikro di
sektor Industri dan Jasa

- Koperasi/Sentra Usaha Mikro bidong Industri
don josa yong diperkuat kapasitas usahanyo
melolui Kemitroon

- Koperasi/Sentra Usaha Mikro Industri dag’
yang diperkuat sistem bisnis

Meningkatnya Koperasi/UKM sektor in ;
kreatif dan pengelolaan yang diperkuat kag
usahanya melalui kemitraan

- Meningkatnya Koperasi/UKM sektor ind
kreatif dan pengelolaan yang diperkuat
kapasitas usohanyo melolul kemitraan

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagl Usaha Mikro




Meningkatnya akses pemasaran usaha informal
dan fungsi pasar rakyat yang direvitalisasi

- Revitalisasi posar rakyatl yang dikelpla koperasi
di daerah tertinggal, perbatasan don pasco
bencana

- Pedagang skala mikro informal / pedogang kaki
lima yang difasilitasi penataan lokas! dan
oromaosi

- Revitalfsasi pasar rakyat yang dikelola koperast

100

Meningkatnya akses pemasaran usaha informal
dan fungsi pasar rakyat yang direvitalisasi di
Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Pasca
Bendana

Meningkatnya pedagang Skala Mikro
Informal/Pedagang Kaki Lima yang Difasilitasi
Penataan Lokasi, Sarana Usaha dan Promaosi di
Daerah

[Penyuluhan dan Pendampingan Perkoperasian

Meningkatnya penyuluhan dan pendampingan
perkoperasian

- Jumlah Pengembangan Petugos Penyuluh
Koperasi Lapangan Melalui Pendump!'n J
Koperasi

1.235

- Jumlah Penombahan Petugas Penyulith
Lopangan .

150

- Jumfah Penypuwiuhan Perkoperasian Kej
Kelompok Masyarakat Strategis

- Jumlah Koperas! yang Mendapatkan Pembingan
tentang Kaderisasi

400




Tabel 4.8 Kera

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
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cn Pendanaan Tahon 2021

Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan
kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan

- Persentase jumiaoh tenoga kerjo UAMKM

- Persentase Koperasi (induk/Nosional,
Sekunder/Provinsi, Primer Kab/Kata yang
memiliki kategori sehot/berkualites)

- Persentase jumiah wirausaha nasional

Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi serta
_pengentasan kemiskinan

- Persentase kontribusi Koperasi dan UMK
dalam pembentukon PDB (rato-rata/tahun)

- Persentase Kontribusi UMKEM dan Koperasi
dalam ekspor non-migas {rota-rata/tohun)

- Persentase kontribusi UMKM don Koperasi
dalam investasi (rata-rata/tahun)

- Pertumbuhan Produktivitas UMKM (rata-

rota/tahun)
- Proparsi UMKM yang mengakses pembiayaan
formal target RPIMN (%)

Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang
Profesional dan Berkinerja Tinggi

- Indeks reformasi Birokrasi, Kementeria
Koperasi dan UKM

- Niloi okuntobilitos kinerjo Kemen
dan UKM

Program Dukungan Manajemen




Meningkatnya efektivitas manajemen
Kementerian Koperasi dan UMKM

- Indeks Refarmasi Birokrasi, Kementerian
Koperos! dan UKM

- Nilai Akuntabifitas Kinerjo Kementerion Koperasi
dan UKM

- Persentose kontribusi Koperosi dan UMK
dolgm pembentukan PDB {rato-rata/tahun)

Penyusunan Perencan
UKmM

aan Program/Keglatan Kementerian Koperasi dan

Meningkatnya kualitas rencana program dan
kegiatan Kementerian KUKM

- Rencana Program/kegiatan Kementerian
Kopergsi don UKM

- Farum Sinkronisasi Kebijakan dan Kerjaggmay

Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Kerjasama Teknik

Program Antar Pemangku Kepentingd ;

Meningkatnya kualitas dan keterpad
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan ke
Internasional

riasama

- Pemaontauan dan Evaluasi Program Bidang
KUMEM

- Kerjasama internasional di bidang koperasi dan
UMK

- Peningkotan kapasitas kelembogaan PUG




Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran dan BMN
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Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan
Barang Milik Negara

- Kinerjo Pelaksanoan Anggaran

- Pelaporan Keuangan

- Barang Milik Negara

- Layanan Perkantoran

- Layanan Operasional Menter!

Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan Anggaran

%Ptma‘t dan Daerah

Terpenuhinya layanan pemeriksaan di pusat dan
daerah

- Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan

ﬁ'eninglﬂban Kompete

Pelaksenaan Anggaran di Pusat dan Daerah
nsi SDM Aparatur dan Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Layanan Manajemen SDM Aparatur
Kementerian Koperasi dan UKM

pimpinan

- Pendidikan dan Pelatihan Struktural don 200
Fungsional '

- Pembinaan dan pembekalon kompetensi S0 300
Aparatur

- Kerjosama Peningkatan S0M Aparatu 1

- Layanan administrasi kepegawaiag 12

- Tando jaso/penghargaon, kehor 1

- Reformasi birokrasi 3

- Penyebaran informasi, penyuluhan dan 4
pembinaan aporatir

- Perumusan bahan teloohan dan rekomendasi 5

Penyelenggaraan Ketatausahaan

Meningkatnya Kualitas Ketatausahaan dan




Layanan Perkantoran
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- Operasional Perkantoran dan Layanan Pimpinan

- Penyelenggaraan Organisasi don Tataloksana

- Fenﬁ!enggamn dan Layanan Persuratan

- Penyelenggaroan don Pelayanan Kearsipan

- Penyelenggaraon Ketatousahaan Menteri dan
Eselon |

f‘envelenggaraan kehumasan dan advokasi hukum

Terlaksananya Layanan Hukum

- Advokasi Hukum

Terlaksananya Layanan Hubungan Masyarakat dan
Komunikasi

- Kehumosan

- Open goverment Informasi pragram dan
kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM

Koordinasi Penyusunan Regulasi Koperasi dan UMKM

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Regulasi
Koperasi dan UMKM

- Terdaksananya Koordinasi Penyusunon Regulasi

Koperasi dan UMKM "'n..,

- Meningkatnya kualitas pelayanan hukup

Koordinasl Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Kele

Terlaksananya Koordinasi perencana an,
pelaksanaan dan monev kelembagaan %

- Koordinasi Perencanaan, Pengonggoron dan
Pelaksanaan

- Monev, data don pengembangon aparatur

- Layanan Internal

r(nurdinasl Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pembiayaan




Kualitas, keterpaduan dan kelengkapan
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
serta pelaporan urusan pembiayaan
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- Pelaksanaan Perencanaan, Program dan
Anggoran, pelaperan daon keglatan wrusan
umum serto sistem informasi pembiayaan
Pelaksanoan

emasaran

rdinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Produksi dan

Meningkatnya kualitas, keterpaduan dan
kelengkapan pemantauan, evaluasi, pelaporan,
serta kerjasama teknik

- Koordinasi perencangan, pelaksonaan dan
manev urusan Produksi dan Pemasaran

- Monev, data dan pengembangan oparatur

- Pengeloloan Layanan umum dan keuangan

Koordinasl Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Restrukturisasi

Usaha

Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan,
Pelaksanaan dan Monev Urusan Restrukturisasi
Usaha

- Jumloh Koordingsi Perencanoon, Pelaoksa
dan Monev Urusan Restrukturisosi Usa

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Peng mbs

!

SDM

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan,.
Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengemb
SDM

angan

- Jumioh Koordinosi Perencanaan, Peloksanaan
dan Money Urusan Pengembongan SDM

tg::dinasl Perencanaan, Pelaksanaan dan Monev Urusan Pengawasan
rasi

—I Layanan Internal Deputi Bidang Pengawasan
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- Layanan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Loyonan Kevangon don Totousoha
- Jabatan Fungsional Pengowas Koperasi

- Partisipasi Balam Forum APEC don Kerjasama
dengan Korea

Pengembangan Sistem Informasi dan Data

Meningkatnya kelenghapan dan kualitas sistem
informasi dan data Koperasi dan UMKM

- Database Koperas! dan UMERM
- Sistemn Jaringan Informasi

- Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian
Koperasi don UKW

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Kementerian Koperasi dan UKM

Terpenuhinya Sarana dan Prasarana di
Kementerian Koperasi dan UKM

- Peningkatan Sarana dan Prasorana Kementerian
Koperas dan UKAM
Sarana Prasarana LLP-KUKM

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung dan
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Bangunan
- Penyedioon Sorana dan Prasarana Perkantoran 2.500
- Layanan Perkantoran 12

Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

Terwujudnya Daya Saing dan Kontribusi UMKM
dan Koperasi dalam Perekonomian

- Persentase Jumloh Tenoga Kerjo UMKM

- Persentase Koperasi (Induk/Nasional,
Sekunder/Provinsi, Primer Kab./Kota
memiliki kategori sehat/berkualitas

- Jumiah wirausaho nasional

Terwujudnya Daya Saing dan Kontrib MEM

dan Koperasi dalam Perekonomian.

- Persentase Kontribusf Koperasi dan UMKM 75
dalam Pembentukan PDB (rata-rata/tahun

- Persentase Kontribusi UMKM don Koperasi 7
doiam ekspor non-migas (rato-rata/tohun)

- Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi 10,5

10.000




dalam investasi fro ta-mtm&aun}
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- Pertumbuhan Produktivitas UMEM (rota-
rate/tahun)

- Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan
formal

25

= lumigh UMKM don Koperasi yang menerapkan
standardisasi mutu dan sertifikasi produk

2000

- Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan

55°

- Pertumbuhan jumioh anggota koperasi

10

- Pertumbuhon volume usohg koperasi

Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah

Terlaksananya Dukungan Pemberdayaan KUKM di
Daerah

- Petugas penyuluh koperasi lopangan (PPKL)

- Operasional PLUT di Doerah

- Fosilitasi Pomeran don Promaosi KUMEM di
Daerah

- Perencanaan program Kementerion Koperasi
dan UKM

- Monitoring dan evoluasi kegiotan straotegis
- Pengembangan data KUMKM :

- Satuan tugaos pengawasan koperasi

- Monitaring dan Insentif Pendemping &
Mikro don Kecil (IUME) di Doerah

Penguatan Koperasi dan UMKM Yang Menghasilkan Produk Ramah

Lingkungan

Meningkatnya pengembangan usaha produktif
oleh koperasi melalul pemanfaatan energl
terbarukan

- Jumiah Keperasi yang didamping dalam
pengembangan eco tourism




rluasan Payraan dan Jasa Keuangan Non Bank dan Advokasi
Perpajakan Bagi Koperasi dan UMKM
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Kapasitas dan Jangkauan Layanan Keuangan Non
Bank Bagi KUMKM

- Penumbuhon dan Penguatan Badan Layanan
Umum Daerah

- Advolkasi Perpajakan

- Desain skema pembioyaan KUMEM

- Pengembangan skema resi gudang melaiui
pembiayaan LPDE KUMKM

Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil

Akses KUMKM Pada Permodalan

- Wirgusaha Pemula Yang Didukung Modal Awal
Usgha (Start Up Capitai)

- Koperasi yang diperkuot untuk pengembangan
usaha melalul kemitroan

- Evaluasi dampak Pemberion Modal Awal Usaha

- Skema UMKM bisnis stort up melalul LPDB
KUMKM diperkuat dengan dano codangarn
mefalui bantuan pemerintah

Penerapan Peraturan Perundangan di Bidang Koperasi dan UMK

Meningkatnya penerapan peraturar

undangan :

- Anallsis / evoluasi peraturan perundangan 25

- Sosialisas! peraturan perundangan bog! koperasi EL
dan UMKM

- Dokumentaosi peroturan perundang-undangan in

Perluasan dan Peningkatan Akses Pemasaran

| Meningkatnya Promosi Dan Pemasaran Dalam
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- Promosi dan pemasaran dafom negeri

500

Meningkatnya Promeosi dan Pemasaran Luar
Negeri

- dumiah KUKM yang mengikuti pomeran luar
negeri

Meningkatnya Fasilitasi penerapan e-commerce

- Jumigh KUKM yang difasilitasi peneropan e-
CoOmmerce

i’en;emhangan Kemitraan dan Kerjasama Investasi

Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan
usaha UMKM dan koperasi

- Keperosi dan Usaha Mikro dan Kecll (KUMK)
yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha
Menengah dan Besar (LUMB)

- KUMK yong diperkuat dalom kemitroon rantoi
niloi/pasok

- Pemantouan don Evaluasi Kemitraon KUMK
dengan UMB

{i’engemhman Kewirausahaan

Berkembangnya wirausaha baru yang ber
tumbuh naik kelas

500

- Peserta pemasyarakatan kewirausahaan

1.500

Meningkatnya ratio jumlah wirausaha &
mampu tumbuh menjadi usaha yang
berkelanjutan dengan skala yang lebih besar

- Jumiah Peserto pelatihon kewirausohoon

5.200

Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Meningkatnya kualitas SDM koperasi dan UKM




dalam mendukung usaha knpl an UKM yang
berkelanjutan

- Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus dan
Manajer Koperasi

5,000

- Peserta pelatihan vocational

5,500

- Pelatihan Perkoperasion Syorioh bagi Pengurus
dan Manajer Koperasi

2.500

Pengembangan Standardisasi dan Sertifikasi SDM KUKM

Meningkatnya kualitas dan jangkauan diklat
UMKMEK dalam mendukung perbaikan kualitas
SDM UMEME

- Jumlah 50M koperasi dan UKM yang difasilitasi
melolui SKKNI

- lumlah Peserta pelatihan pengeiola LKM
berbasis kempetensi

- Jumlgh Peserta pelatihon manajemen berbasis
kompetensi

- Jumiah SKKNI yang dikembangkon

Peningkatan Standardisasi Mutu dan Sertifikasi Produk

Meningkatnya kualitas dan daya saing produ
UMKM dan koperasi 4

- KUMKM pang difasilitas! Standarisas! M i

Sertifikas Produk untuk meningko ;-'ji::: 1] g
tambah dan mendukung Pariwisata

3.000

- KUMKM yang difasilitasi standarisasi mis
sertifikasi Produk potensial ekspor

1.000

Meningkatnya KUMKM yang difasilitasi
standarisasi mutu dan sertifikasi produk untuk
eskpor

- Jumlah KUMKM yong difasilitasi standarisasi
mutu dan sertifikosi produk untuk eskpar

1500




5

Terpadu

Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM Melalui Layanan Usaha

-B5 .

Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan
usaha terpadu KUMKM dalam rangka mendukung
promosi citra produk, pusat promosi dan pameran,
serta pendampingan bagi koperasi dan UMKM

- Sgrong prasarano layanan usaha terpadu

- Fasilitosi don Monev layanon usoha terpadu

i}

- Penguatan Kelembagoan don Pendamping PLUT

Pengelolaan Dana Bergulir

Meningkatnya volume dan kualitas penyaluran
dana bergulir bagi KUMKM

- Anglisa Penyaluran Dano Bergulic

Meningkatnya dukungan Manajemen dan Sarana
Prasarana

- Jumioh dukungan Manajemen dan Sarang
Frasarana

Layanan Pemasaran Bagi Koperasi dan UMKM

63

Meningkatnya peran LLP sebagal trading house
KUMKM dalam rangka mendubkung pemasa a
promosi produk dalam negeri secara terp

(Quick Wins)

- Trading House Koperasi dan UMKM

2500

- Fosilitasi promosi dan pemasara Lk
KUMKM dan Dukungan Manajem, n
Perkantoran

- Dukungan Manajemen don Layanan
Perkantoran

12

Terselenggaranya Sarana dan Prasarana
Perkantoran

- Terselenggaranya Sorana dan Prosarana
Perkantoron




;ng‘emhanaxn Investasi Usaha
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Meningkatnya profesionalisme dan keberlanjutan
usaha UMKM dan koperasi

- Kaperasi! dan UMKM yang difasilitas! kerjasama 400
investasi

- Fasilitasi Pencadangan Usaha bagi KUMKM 200

- Koperasi yana difasilitasi sistem resi gudang A

iPemetaan Kondisi dan

Peluang Usaha KUMEM

Meningkatnya kualitas skema dan jangkauan
usaha koperasi dan UMKM secara berkelanjutan

- Peneropon dan pemetaan early warning system
untuk restrukturisasi usoho koperasi dan UMKM

- Peneropan standardisasi restrukturisasi usaha
koperasi dan UMEM

- Penerapan skemao restrukiurisasi usaha koperasi
dan UMKM

Penguatan Koperasi dan UMKM di Bidang Keuangan Syariah

Kapasitas dan Jangkauan Layanan Pemblayaan
Keuangan Syariah

- Regulasi kebijakan usaha simpan pin
pembiayaan oleh koperasi dengan p
syarigh

- Kerja Sama Usaha Antar Lembaga
Kewangan Syariah

- KSPPS/USPPS Koperasi yang terfasilitasi literasi
dan penumbuhannya

300

- Penguatan manajemen koperasi melolui Dewan
Pengowaos Syariah Koperasi yang memperoleh
bantuan sertifikat DSN MUI

150

- Pepndayagunoan Sumber - Sumber Pembiavaon




Syarioh
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- Wirausoha baru yong didampingl dori dana
Ziswaf KSPPS/USPPS Koperasi

Perlindungan Usaha KUMEKM

Meningkatnya pengembangan usaha koperasi dan
UMKM yang berkelanjutan

i - Koperasi dan UMKM yang difasilitasi advokasi
manajemen dan keuangan

- Koperas! dan UMKM yong didampingi dolam
penanganan dampak globalisasi

- Koperasi dan UMKM yang difasilitasi
penanganan dampak bencang

- Registrasi pengusaha skalo mikro dan kecil

F’aneltﬂan dan Pengkajian Kebijakan di Bidang Koperasi dan UMKM

Meningkatnya jumlah dan kualitas rekomendasi
dari hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti

di bidang UMKM dan koperasi
- Penelitian dan pengkojion koperasi
- Penelitian dan pengkafian UMKM

untuk perbaikan kebijakan, program dan hagiaﬂn _ h

- Penelition dan pengkajion Sumber Daya

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha
Koperasi




- Persentase Koperas| (Induk/Nasional,
sekunder/provinsi, Primer Kab/Kota yang
memiliki kategori sehat/berkualitas)

- 08 -

Meningkatnya Kinerja Kelembagaan dan Usaha
Koperasi.

- Partisipasi Anggoto Koperas! dalam Permodalan

Penguatan Usaha Simpan Pinjam Koperasi

Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Usaha Simpan
Pinjam Koperasi

- Regulasi kebijokan usaha simpan pinjam aleh
koperasi

- Pengembangan Kerjosama Antar UUsaha Simpan
Pinjam Koperasi

- KSP/USP Koperasi yang diperkuat kelembagaan
daon usohanya

- Penguatan manajemen koperasi melalui
Pengelolo KSP/KSPPS yang memperaleh bantuan
sertfikasi SKKNI

- Advokasi Literasi dan Penumbuhan Usaho
Simpan Pinjam oleh Koperas

- Advokos/ kerjo soma antar usaha simpan ging
koperas|

- KSP/USP Koperosi yang terodvokasi
kelembagaan don usahanya

Penataan Organisasi d

an Badan Hulkum Koperasi

Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
melalui penataan organisasi dan badan hukum

koperasi

- Penatoan badan hukum, anggaran dasar 1
kaperasl, dan ijin usaha koperosi
- Penggabungan, Peleburan dan Pembubaran 200




Pembubaran Koperasi

Kaperasi

- Sosiolisasi dan Fasilitosi Akta Pendirian Koperasi 200
yang anggotanya dari pengusaha mikro

- Tindak Lanjut Penggabungan, Peleburan dan 4

Peninghatan Keanggotaan Koperasi
i

Peningkatan keanggotaan koperasi

- Kaderisasi Perkoperasian di Kalangan Pemucdg
{Lab Perkoperasian)

- Advokasi partisipasi anggote dalam permodalan
dan usaha koperasi

- Advokasi partisiposi pengowosan oleh onggota

Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi

Jumlah pemeriksaan kelembagaan koperasi

- Pemeriksaan Organisasi, Kinerja dan Laparan

' Keuvangan

ll’eningltntan Tata Laksana Koperasi dan UMKM

Terlaksananya peningkatan tatalaksana koperasi
dan UMEKM F

- Peningkatan manajemen koperasi pegkotagn
dan perdesoan

- Penerapan tata kelola UMK yang

- Penerapan advokosi akuntabilitas ko

Penguatan Kontribusi Gerakan Koperasi

Meningkatnya kualitas keanggotaaan koperasi dan
tata kelola KUMKM

- Revitalisasi Keperasi Perdesaan

- Promaosi dan Advokasi Anggota Koperasi

3.000
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- loringan Usaha Koperasi

- Dukuengon Kegiatan DEKOPIN, DEKOPINWIL,
DEKOPINDA

Penerapan Kepatuhan

Koperasi

Meningkatnya kepatuhan koperasi

- Penerapan Sistem dan Kriterio Kepatishan
Koperas!

Penilaian Kualitas dan

Kesehatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

Jumlah Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi

- Penilaion Kesehotan Usaha Simpan Pinjam
koperasi

Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam

Jumlah Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam
Koperasi

- Pemeriksoan Usaha Simpan Pinjam Kunuens:'anuf

njam

E::nanganan Bekomendasi Pasca Pemeriksaan Koperasi dan Usaha Slmpa -_

Pemantauan dan Penanganan Tindak Lx nju t
Pemeriksaan Koperasi

- Pengnganan don Pemantauan Has .r !

Pemeriksoon Koperasi

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis I..I

a Mikro




- 101 -

Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang Berbasis
Usaha Mikro

- Persentase jumiah tenaga kerja UMKM (rata- 55
rata/tahun)
- Persentase Koperasi (Induk/Nasional, 33

Sekunder/Provinsi, Primer Kab./Kota yang
memiliki kategori sehat/berkualitos

- Persentase jumlah wirausaoho nasional

Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang
Berbasis Usaha Mikro.

- Persentose kontribusi Koperasi dan UMKM
daiom pembentukan PDE (rata-rata/tehun)

- Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi

dalam ekspor non-miges (rata-rata/tahun)
- Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi
dalam investasi {rata-rata/tahun)

- Pertumbuhan Produktivitas UMEM [rata-
rata/tatiun)

- Proporsi UMKM yang mengokses pembioyoan., 25
formal p

- dumigh UMKM dan Koperasi yang menef 2,000
standardisasi mutu dan sertifikasi pr

- Partisipasi anggota koperasi dal 55

- Pertumbuhan jumioh anggota kope 10

- Pertumbuhon velume usaha koperosi i8

dan Perkebunan

Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Pertanian

Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan
keberlanjutan pengusahaan produk unggulan
daerah berbasis koperasi/sentra usaha mikro di
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Sektor Pertanian dan Perkebunan

- Koperasi/Sentra Usaha Mikro bidang Pertanian
dan perkebunan pang dipetkuat kapasitas
usahanya melalui kemitraan

Penguatan Sistem Bisnis Koperasi/Sentra Usaha Mikro di Sektor Perikanan

dan Peternakan

Meningkatnya pengembangan, produktivitas dan
keberlanjutan pengusahaan produk unggulan
daerah berbasis koperasif/sentra usaha mikro di
sektor Perikanan dan Peternakan

- tumiah Koperasi/UKM yong diperkuat kapasitas
usaha melalul kemitraan

Meningkatnya Koperasi/UKM sektor peternakan
dan pengolahan yang diperkuat kapasitas
usahanya melalui kemitraan

- lumioh Koperasi/UKM sektor peternakan don
pengolahan yang diperkual kapasitas usahanya
melalui kemitroon

Pengembangan SDM Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

Meningkatnya kualitas SOM usaha mikro dalam
menjalankan dan mengembangkan usahanya
secara berkelanjutan d

2500

- SDM KUKM yang mendapat fasilitasi

- Fasilitasi ide usoha melalui kom
inkubaosi

30

Peningkatan Akses KUMKM pada Asuransi, Penjaminan dan Pasar Modal

Meningkatnya Akses KUMKM pada Asuransi,
Penjaminan dan Pasar Modal
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- Penumbuhan dan penguatan lembaga
Penfaminan Kredit Daerah

- Usaha Mikra Sektor Prioritas Yang Didampingl 15.000
Mengakses dan Mengelola Pembiayaan/Kredit
KUR

- Usaha Mikro Yang Mendapat Pendampingan 15.245
Sertifikasi Tanah

- Koperasi yang dapat mengakses fasilitas| 50
Asuransi

- Koperasi dan Usaha Menengah Yang 100

Mendapatkan Akses Pendanoan Malalui Pasar
Muodal

dan lasa

Penguatan Sistem Bisnis Koperasi Sentra Usaha Mikro di Sektor Industri

Meninghatnya pengembangan, produktivitas dan
keberlanjutan pengusahaan produk unggulan
daerah berbasis koperasifsentra usaha mikro di
sektor Industri dan lasa

- KoperosifSentra Usaho Mikro bidong Industri
dan josa yong diperkuat kopasitas usahanyo
melalui Kemitraan

- KoperasifSentra Usaha Mikro Industsf dan losa.
yong diperkuat sistem bisnis

Meningkatnya Koperasi/UKM sektor |
kreatif dan pengelolaan yang di
usahanya melalui kemitraan

- Meningkatnya Koperasi/UKM sektor i
kreatif don pengeloloan yang diperkuat
koposites usohonya melalui kemitroan

20

Peninghkatan Sarana dan Prasarana Pemasaran Bagi Usaha Mikro

Meningkatnya akses pemasaran usaha informal

dan fungsi pasar rakyat yang direvitalisasi




- Revitolisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi
di daerah tertinggol, perbatasan dan pasco
bencona
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- Pedogang skala mikro informal / pedogang kaki 3
lima yang difasilitosi penataan lokasi dan
promaosi

- Revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi 100

Meningkatnya akses pemasaran usaha informal
dan fungsi pasar rakyat yang direvitalisasi di
Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Pasca
Bendana

Meningkatnya pedagang Skala Mikro
Informal/Pedagang Kaki Lima yang Difasilitasi
Penataan Lokasi, Sarana Usaha dan Promosi di
Caerah

Penyuluhan dan Pendampingan Perkoperasian

Meningkatnya penyuluhan dan pendampingan
perkoperasian

- lumlah Pengembangan Petugas Penyuiuh
Koperasi Lapangan Melaiul Pendampingan
Kaperasi

- Jumigh Penambahan Petugas Penyulu 150
Lapangan

- Jumlah Penyuluhan Perkoperasia 500
Kelompok Masyarakat Strategis

- Jumiah Koperasi yang Mendapatkon 400

tentang Kaderisasi
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Tabel 4.9 K Pendanaan Tahun 20232-2024

KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Terwujudnya Keperasi yang
Modern

- Persentase Kontribusi PDB 6 6 6
sektor Koperasi
- Jumiah Kaperasi Mode! 1.000 | 1.000 | 1.000
Boru dan Modern /
- Pertumbuhan Start-up 3500 | 3500 | 3.500
herbasis Koperasi
Terwujudnya UMKM yang
Mampu Bersaing di Pasar
Domestik dan Global

- Persentose Kontribusi PDB 65 &5
sektor UMEM
- Persentase Totol Nilal 21,60 |2 2
Ekspor UMEM

Persentase Total Investasi ' 63
LIRAR A

Persentase LKA Naik Kelas 4 4

Pertumbuhan Tenaga Kerja 10 1
LI

- Rasio Kewirousahaan 385 | 385 | 395

i

Terwujudnya Kementerian

u::pera:sl dan UKM yang
ofesional dan Berkinerja

Tinggl
- Indeks Kualitas Kebijakan A A A
Pengembangan Koperasi




= 106 -

dan UMKM

- Indeks Kepuasan A A a
Masyarokat terhadap
Pragram/Kegiatan
Pengembangan Koperasi
dan URKM

- Nilai HasHf Evaluasi 80 80 80
Pelaksanaan ' i
Program/Kegiatan
Pengembongan Koperosi
dan LIMEM

- Indeks Profesionalisme ASN

Kementerion Koperasi dan

LKA

Kualitas Integrasi Date dan

Infermasi Pengembangan

Koperasi don UMEM (%)

- Indeks Reformasi Bivokrasi

- Tingkat Maturitas SPIP
Kapabiitas APIP

- Nilai Akuntobilitas Kinerja

- Opini BPK

IPrngram Dukungan Manajemen

' Meningkatnya Efektivitas

Manajemen dan Dukungan

Sarana Prasarana
Kementerian Koperasi dan

UMK

- Indeks kualitas kebijokan B0 B0 80
pengembangan Koperasi
daan UMK

- Indeks kepuasan A A A

masyarakal terhadop
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fayanan pengembongon
Koperosi dan UMKEM
Rato-Rata Tingkat Tinggi | Tinggl | Tinggi
Kepatuhaon Daerah
terhadap Kebijokan Urusan
Koperasi dan UMKEM
indeks profesionalisme ASN 80 80 80
Kementerign Koperasi dan
LI
- Persentase Jumlah Unit
kerjo di lingkungan
Kementerian Koperasi dan
UKNM terintegrasi dengan
sistern data dan informasi
Nilai reformasi birokrasi
Kementerian Koperasi dan
UKM
- Tingkat Maturitos SPIP dan
Kapaobilitas APIP
Kementerian Koperasi dan
LIMKM
- Nilgi SAKIP Kementerian
Koperasi dan UKM
- Opini BPK atas loporan
keuangon Kementerian
Koperagsi dan UKM
- Jumioh Bulen Layanon
Sarana Perkantaran |
Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan
Layanan Sarana Prasarana Bidang Perkoperasian
Terlaksananya Koordinasi,
Perencanaan, Pelaksanaan,
Monev dan Dukungan Sarana




Prasarana Urusan
Perkoperasian
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- Koordinagsi Perencanaan,
Pelaksanoan, Monev don
Loyanan Sarana Prasarona
Bidang Perkoperasian

- Loyanan Perkantoran

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan
Layanan Sarana Prasarana Bidang Usaha Mikro

Terlaksananya Koordinasi,
Perencanaan, Pelaksanaan,
Monev dan Dukungan Sarana
Prasarana Urusan Usaha
Mikro

- Koordinasi Perencanaan,
Pelaksanoan, Monev dan
Layanan Sarana Prasarona
Bidang Usaha Mikro

- Layanan Perkantoron

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan
Layanan Sarana Prasarana Bidang Usaha Kecil dan
Menengah

Terlaksananya Koordinasi,
Perencanaan, Pelaksanaan,
Monev dan Dukungan Sarana
Prasarana Urusan Usaha Kecil

dan Menengah

e J

- Koordingsi Perencanaan,
Pelaksanoan, Monev dan
Layanan Sarana Prosarana
Bidang Usoha Kecil dan
Menengah

- Layonan Perkantoran




|.. T '..-. :.--'_ i - | | L

Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan
dyanan Sarana Prasarana Bidang Kewirausahaan
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Terlaksananya Koardinasi,
Perencanaan, Pelaksanaan,
Monev dan Dukungan Sarana
Prasarana Urusan
Kewirausahaan

Koordinasi Perencanoan,
Pelaksonoon, Monev dan
Layanan Sarana Prosarona
Bidong Kewirausahaan

- Layvanan Perkontoran

Perencanaan program

/kegiatan, monitoring, evaluasi

dan pelaporan Kementerian Koperasi dan UKM

Kualitas Perencanaan
program/kegiatan,
monitoring, evaluasi dan
pelaporan Kementerian
Koperasi dan UKM

- Layanan Perencanoan,
Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan

Kinerja Pengelolaan Keuangan

- Layanan Maonajemen
Kevangan

Penyelenggaraan pem

eriksaan dan pengawasan

elaksanaan anggaran pusat dan daerah

Akuntabilitas Kementerian
Koperasi dan UKM

- Layanan Audit Internal

Peningkatan kompetensi SDM aparatur, Reformasi
Birckrasi dan Penyelenggaraan ketatausahaan
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Kualitas dan kompetensi SDM

aparatur, Reformasi Birokrasi

dan Penyelenggaraan

ketatausahaan

- Layanan manajemen
Sumber Daya Manusio
{SDM) dan Layanon Umum

Layanan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana

Kementerian Koperasi dan UKM

' Layanan Rumah Tangga dan

Sarana Prasarana untuk

menunjang kegiatan di

Kementerian Koperasi dan

UKM

- Unit Layanan Pengodaan
(ULP] barang daon fasa
KUKMN, Layonan Sarona don
Prosarang Internal dan

| Perkantoran

Kehumasan, Pengembangan Data, Informasi

Teknologi dan Penelitian Pengkajian

Kualitas informasi Publik

Kementerian Koperasi dan

UKM

- Layanan Hukum, Hubungan
Masyorokat dan Informasi,
Dota dan Informasi,
Penelition dan
Pengembangan

Penyusunan Regulasi, kerjasama dalam dan luar

negeri dan Penataan Organisasi Tata Kerja

Kualitas Regulasi, kerjasama

dalam dan luar negeri dan




Organisasi Tata Kerja
Kementerian Koperasi dan
UKM
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- Koordinasi Penyusunan dan
Penatoon Regulast,
Layanan Kerjasama dalam
dan luar negeri, dan
Penyelenggaraan
organisasi dan tataloksana

‘Layanan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana BLU

Kualitas Layanan Rumah
Tangga dan Sarana Prasarana
untuk menunjang kegiatan
BLU

- Layanan Perkantoran

12

Pengembangan Koperasl, UMKM dan Kewirausahaan

- Pertumbuhon start-ug 850 850
berbasis koperasi
- Persentase kontribusi POB 2 = 2 - |
5 sektor koperasi
i - Persentase Tatal Nilai 1728 | 1944 | 21,60
. Potensi Ekspor UMKM
' - Persentase Jumioh UKM 1,35 25 4

Naik Kelas




= Pertumbuhan Jumlah
Tenaga UMEM
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- Persentase Total Investasi
UMK

- Persentose Kontribusi PDB
Sektor UMKM

Bidan Perkoperasian

Pengembangan kemitraan dan jaringan usaha

koperasi

Jumlah Koperasi Yang
Melakukan Kemitraan dan
Jaringan Usaha

- Penguatan Kemitroan
Koperasi

Perluasan akses dan skema pembiayaan koperasi

Peningkatan Akses
Pembiayaan Perkoperasian

- Sistem Peningkatan Akses
Fembiayaan Perkoperasian

Penerapan tata kelola
modern

dan manajemen koperasi yang

Jumiah Koperasi Modern

- Inovas! Usoha Koperasi

Kesehatan kelembagaan dan akuntabilitas koperasi

Koperasl yang Sehat
Kelembagaannya dan
Meningkat Akuntabilitasnya

- Pengembangan Tatakelolo
Mangjemen dan
Akuntabijiitas Koperosi

110.000|120.000/120,000

Pendampingan, pengawasan, penyuluhan dan
peningkatan kualitas SDM koperasi




Jumlah Peserta Peningkatan
kualitas SDM Perkoperasian

- Peningkalan Kopasitos
Pengeloia Koperasi

Koperasi

Penguatan Kelembagaan, Pemerintah dan Gerakan

lumlah Koperasi yang
Diperkuat melalui
DEKOPIN,DEKOPINWIL,
DEKOPINDA

- Dukungan kegiatan
koperasi,
DEKOPIN,DEKOPINWIL,
DEKOPINDA

Bidang Usaha Mikro

Penguatan pengelolaan usaha mikro

lumlah Usaka Mikra Yang
Terpetakan Potensi dan
Peluang Usaha

- Peta Potensi dan Peluong
Usaha Mikro

Perkuatan fasilitasi pembiayaan usaha mikro dan
iﬂgemhanpn investasi dan perlindungan usaha

Jumlah Usaha Mikro
Terfasilitasi Pembiayaan

- Fasilitasi Perlindungan dan
Kerfosama Pembioyaan
Usgho Mikrz

usaha mikro

Peninghkatan jaringan kemitraan dan akses pemasaran

Jumlah Usaha Mikro
Terfasilitasi Pembiayaan




- Fasiiitasi Perlindungan don
Kerjosama Fembiayoan
Usaha Mikro

-114-

mikro

Pendampingan dan peningkatan kualitas SDM usaha

Jumlah Peserta Peningkatan
Kapasitas SDM Usaha Mikro

- Pendampingan dan
Peningkalon Kopasitos
SDM Usaha Mikro

220

{Penguatan produk usaha mikro

Jumlah Peserta Peningkatan
Kapasitas SDM Usaha Mikro

- Pendampingan dan
Peningkatan Kapasitos
SDM Usaha Mikro

55.000

Bidang Usaha Kecil
dan Menengah

‘Pemetaan peluang pasar ekspor (market inteligen)
dan Pengembangan sentra UKM berbasis komoditi

dan unggulan

Jumlah Produk UKM Yang
Ditingkatkan Peluang Pasar

dan Ekspor

- Fasilitasi Pramaosi dan
Pemasaran Ekspor Produk
LKA

produk skala nasional

Peningkatan standardisasi mutu dan sertifikasi

dan internasional

Jumlah Produk UKM Yang
Ditingkatkan Kapasitas dan
Mutu Produknya

- Inovasi Mutu Produk UKM

11

12




berstandarisasi

lmangngah

Peningkatan dan perluasan jaringan usaha kemitraan
dan akses pemasaran produk usaha kecil dan

Sistem Perluasan Kemitraan
dan Jaringan UKM

- Produksi dan Kemitraan
untuk Perfuasan
Pemasaran UK

Fasilitasi pembiayaan

usaha kecil dan menengah

Sistern Perluasan Akses
Pembiayaan UKM

- Sistem dan Petluasan
Pembilavaan Usaha LKA

UKM

Pendampingan, peningkatan kualitas SDM dan expert

Jumlah Peserta Peningkatan
Kualitas SOM Usaha Kecil dan
menengah

- Peningkotan Kompetensi
SOM Usaha Kecil dan
Menengoh

3.194

%Idang
Kewirausahaan

Pemasyarakatan dan Sosialisasi Kewirausahaan

lumlah Peserta Penumbuhan
Wirausaha

- Penumbuhan dan
Pengembangan Wirausaho

2.640

2,504

3.154

Pengembangan kewirausahaan termasuk

lkewirausahaan sosial
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LLP-KUKM

Pinjaman/Pembiayaan
Dana Bergulir LPDB-
KUMEM

117 -

Layanan Pemasaran KUKM

Jumlah KUKM Mitra yang
terlayani

- Promasi daon Pemasaran
Koperasi dan UMKM
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BAB YV
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 adalah
dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri
Koperasi dan UKM Nomor : ..../Per/M.KUKM/.../2020 tentang Rencana Strategis Kementerian
Koperasi dan UKM tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Koperasi dan UKM juga mempakan
turunan dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Selain itu, dokumen ini juga dimaksudkan
dalam rangka menjalankan Undang-Undang No, 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006.

Selanjutnya Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024
digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap kinerja yang telah
ditetapkan, serta akan evaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Kemudian, apahila diwaktu mendatang diperlukan adanya perubahan maka akan dilakukan

penyempurnaan sebagaimana mestinya.

MENTERI KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

TETEN MASDUKI



